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RINGKASAN

Penelitian ini menganaiisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

PKL di Kecamatan Semarang Tengah dalam implementasi Perda N.0.11/2000. Hatl ini

berkaitan dengan pengelolaan PKL di Semarang yang tidak lepas dari kebijakan publik

vang dilakukan Pemerintah Kofa Semarang. Keberadaan PKL menjadi fenomenal,
karena pada satu sisi seringkali sektor ini dianggap mengganggu ketertiban kota,
namun pada sisi lain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Setelah melihat kajian dari hasil penelitian terhadap 81 responden PKL, maka
dapat disimpulkan beberapa hal penting seperti :

1. Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah antara lain dalam menjaga
kebersihan masih cukup rendah. Selebihnya perilaku mereka terhadap lalu lintas,
kewajiban retribusi, menjaga keamanan dan ketertiban dapat dikatakan cukup baik
dengan asumsi tidak ada gejolak lainnya.

2. Karakteristik PKL di Kecamatan Semarang Tengah pada umumnya berpendidikan
rendah dengan rata-rata usaha yang cukup lama, cenderung berjenis kelamin laki-
laki dengan golongan usia yang merata serta modal usaha yang kecil. Hal ini jelas
bahwa perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah tampak erat kaitannya
dengan karakteristik PKL tersebut di mana perilaku mereka yang kurang dalam
memahami Perda No.11/2000.

3. Pemahaman PKL terhadap perda tersebut rendah dengan indikasi 64,2 %
responden tidak paham terhadap perda tersebut. Hal ini juga diperkuat bahwa
sebagian besar responden (65,2 %) tidak merasa membutuhkan pembinaan dan
penyuluhan yang intensif karena pemerintah kurang tegas dan kegiatan
penyuluhan yang sudah ada tampaknya tidak diminati oleh responden. Selain itu,
sebagian besar responden (60,5 %) juga kurang setuju jika usaha PKL di trotoar
melanggar perda tersebut. Bahkan 72,9 % responden yang diteliti mengklaim
bahwa usaha mereka tidak mengganggu keindahan kota (Tabel 1V.32). Yang agak
memprihatinkan adalah 54,2 % responden (Tabel IV.34) merasa tidak berkewajiban
menjaga kebersihan lingkungan usaha mereka. Sementara mengenai larangan
berjualan di lokasi-lokasi tertentu lainnya, 64,2 % responden (Tabel IV. 35)
menyatakan tidak paham dan menurut mereka hal itu hanyalah alasan yang
dibuat-buat oleh pemerintah untuk menarik retribusi.

4. Dari- variabel karakteristik lingkungan PKL dapat ditark kesimpulan mengenai
kebersihan dimana 71,6 % responden (tabel iV.36) menyatakan bahwa kondisi
lingkungan usaha mereka yang bersih terbatas pada usaha di kios PKL tempat
mereka senditi. Hal ini tampak dari 61,8 % responden (tabel IV.37) berpendapat
tidak setuju terhadap kios PKL yang di atas saluran air dapat merusak lingkungan,
namun pada kenyataanya mereka selalu membuang limbah ke saluran air tanpa
melihat lebih lanjut lagi. Selain hal-hal di atas, kondisi arus lalu lintas, keamanan
dan ketertiban cukup baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa
diantara faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No,.11/2000,
ternyata teriihat bahwa kurangnya pemahaman terhadap perda menunjukkan pengaruh
yang mengkhawatirkan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini
menunjukkan walaupun para PKL merasa berlaku tertib, taat, menjaga kebersihan
kiosnya sendiri, keamanan, serta membayar retribusi, akan tetapi sebagian besar
diantara mereka belum memahami Perda No.11/2000. Alhasil perilaku PKL tersebut
masih jauh dar harapan yang dinginkan dengan dipengaruhi oleh karakteristik-
karakteristik beserta tingkat pemahaman terhadap perda yang rendah.
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ABSTRACT

Keywords : The Behavior of PKL, Characteristics of PKL, Perda No. 11/2000

The aim of research in this thesis which entitied Analysis Factors Influencing
Behavior of PKL in District of Central Semarang with Perda No.11/2000 in The District
of Central Semarang is to know how far the behavioral of PKL to by law. This research
is designed as research having the character of out for explanatory see relation

between characteristic of PKL, understanding of to Perda No.11/2000, environmental -

characteristic of PKL, to behavior of PKL. While approach the used are quantitative and
qualitative approach. The qualitative approach is meant to enrich understanding and
descriptive in data analysis.

Samples in the research are all PKL in The District of Central Semarang which amount
to with sampie counted 81 people from totalizing amount 912 people of PKL with
formula of Rao after taken by percentage per region in the 9 sub-district with technique
of cluster sampling random. Data collecting conducted by using- interview and
questionairres.

The thesis using analysis of non correlations parametric and of crosstabs this find that
variable of understanding of Perda No. 11/2000 in the reality have weak relation with
behavior of PKL. This matter can be proved with analysis qualitative, for example 64,2
% respondents expressing thigh doesn't that prohibition order selling represent effort to
take care of continuity of environment, That way also understanding of respondents
about Perda No. 11/2000 counted 64,2 % respondents express that they doesn't
understand about Perda No.11/2000 the with quantitative analysis shown with number
of rank Kendall showing 0,180 with significant, 0,054, bigger than a values pecified that
is 5 % (0,05) though attenuate. That thing earn to be assumed that behavior of PKL
doesn’t depend on understanding of Perda No. 11/2000. :

Thereby can be concluded that this research indicate that among factors influencing
behavior of PKL to Perda No.11/2000, in the reality variable of the understanding of to
Perda show influence which doesn't significant to behavior of PKL in The District Of
Central Semarang. This matter show although all PKL feel to go into effect order,
obedient, keep cleaning, security, and also pay for retribution, however most among
they not yet comprehended Perda No.11/2000.
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ABSTRAKSI
Kata Kunci : Perilaku PKL, Karakteristik PKL, Perda No. 11/2000

Tujuan penelitian dalam tesis ini yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah terhadap Perda
No.11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah adalah untuk mengetahui sejauh mana
perilaku PKL terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini dirancang
sebagai penelitian yang bersifat penjelasan (eksplanatorial) yang berusaha untuk
melihat hubungan antara karakteristik PKL, pemahaman terhadap Perda No.11/2000,
karakteristik lingkungan PKL, terhadap perilaku PKL. Sedangkan pendekatan yang

- digunakan adalah pendekatan kuantitatf dan kualitatif. Pendekatan kualitatif

dimaksudkan untuk memperkaya deskripsi dan pemahaman dalam analisis data.
Sampel penelitian ini adalah para PKL di Kecamatan Semarang Tengah yang
berjumlah dengan 81 orang dari total jumiah 912 orang PKL dengan rumus Rao setelah
diambil persentase per wilayah di 9 kelurahan dengan teknik cluster random sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

Dalam tesis yang menggunakan analisis non parametric correlations dan crosstabs ini
menemukan bahwa variabel pemahaman Perda No. 11/ 2000 ternyata memiliki
hubungan yang lemah dengan perilaku PKL. Hal ini dapat dibukttkan dengan analisis
kualitatif, antara lain 64,2 % responden yang menyatakan ketidak pahaman bahwa
larangan berjualan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian
pula kepemahaman responden tentang Perda No. 11/2000 sebanyak 64,2 %
responden menyatakan bahwa mereka tidak paham tentang Perda No.11/ 2000
tersebut Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang
menunjukkan 0,160 dengan signifikansi 0,054, lebih besar dari nilai a yang ditetapkan
yaitu 5 % (0,05) meskipun fipis. Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL tidak
tergantung pada pemahaman Perda No. 11/ 2000.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa diantara
faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000, ternyata
variabel Pemahaman terhadap Perda menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan
terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini menunjukkan walaupun
para PKL merasa berlaku tertib, taat, menjaga kebersihan, keamanan, serta membayar
retribusi, akan tetapi sebagian besar diantara mereka belum memahami Perda
No.11/2000.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi nasional secara umum sejak pertengahan tahun 1997 ditandai
dengan berbagai aspek yang tidak menguntungkan, seperti fundamental
perekonomian yang lemah, turunnya nilai mata uang rupiah, tingginya tingkat
penganggufan, meningkatnya jumiah kemiskinan, meluasnya berbagai masalah
sosial masyarakat, dan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan
semakin teriihat sangat hemprihatinkan. Dengan melihat latar belakang tersebut

maka kota Semarang juga mengalami keadaan yang kurang menguntungkan

{Semarang, 2000:1).

Keadaan ini menimbulkan beberapa permasalahan di kota Semarang
sehingga menimbulkan berbagai dampak yang perlu ditangani dengan seksama.
Salah satu aspek yang ditimbu!kan oleh kondisi perekonomian nasional adalah
meningkatnya jumiah pedagang kaki lima di kota Semarang. Salah satu faktor
dari meningkatnya jumiah pedagang kaki lima di kota Semarang merupakan
imbas dari meningkainya jumlah fenaga kefja yang tidak diimbangi dengan
peluang lapangan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.
Selaln itu _peluang kerja yang terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan di sektor
formal memerlukan beberapa persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para
tenaga kerja yang berpendidikan minim. Dengan demikian banyak dari para
tenaga kerja yang beralih ke sektor informal seperti menjadi pedagang kaki Iimé
" sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial (Widodo,

©2000: 3).




Keberadaan pedagang kaki lima kadangkala membuat perdebatan pro
dan kontra dalam penanganannya (Kompas, 10 April 2001). Namun diketahui
bahwa dalam krisis ekonomi yang telah melanda indonesia sejak tahun 1997
lalu, sektor informal yang lebih dikenal dengan sebutan PKL ini merupakan
sektor pengaman dalam bidang ekonomi dan tenaga kerja (Semarang, 2000:1).
Hal ini dengan indikasi adanya kenaikan sebanyak 65 % jumlah PKL di
Semarang sejak tahun 1997 dimana kini jumlahnya di kota Semarang telah
mencapai 25.000 orang yang terjun ke sektor informal ini (Kompas, 10 April
2001). Namun dari jumtah tersebut hanya 11.02¢ pedagang saja yang terdaftar.

| Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang khususnya di
Kecamatan Semarang Tengah hingga saat ini menurut sebagian besar
masyarakat kota Semarang masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang mengambil tempat sangat
strategis di herbagai sudut kota. Selain itu produk dan jasa yang ditawarkan
' kepada masyarakat harganya sangat kompetitif sementara jenisnya juga sangat
bervariasi sehingga menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat yang kurang

mampu secara ekonorrii.

Menurut data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Daerah (UPD)
_Pelaksana PKL Dinas Pasar Kota Semarang, hingga akhir tahun 2000 lokasi
yang paling banyak PKL adalah Kecamatan Semarang Tengah (2.661),
Semarang Timur (2201), Semarang Barat (1.458), dan Semarang Selatan
(1.418). Bahkan, banyak kios ataupun kapling PKL yang kini diperjual belikan
dengan—harga tinggi, bervariasi antara Rp 20 juta-Rp 30 juta untuk kios
permanen. Hal ini menjadi suatu permasalahan tersendiri mengingat tidak ada

peraturan yang mengatur soal jual beli tersebut.




Pertumbuhan PKL di kota Semarang merupakan masalah dilematis. Hal

ini bersifat dilematis karena menyangkut nafkah masyarakat kecil berdasar dari

pendapat Kepala Unit Pelaksana Daerah PKL Dinas Pasar Kota Semarang, Drs

Agus Wahyudi, dan berdasarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pasar, Utomo
Sutopo. Saléh satu dilema yang sangat menonjol adalah sebagian PKL banyak
yang melanggar ketentuan tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL (Joglo Pos, 1-
15 Mei 2002). Di lain pihak, keberadaan PKL yang tidak tertata jelas
mengganégu kenyamanan dan ketertiban umum dalam arti tata kota yang
modern. Bahkan untuk mengontrol PKL resmi yang terdaftar dan berizin pun,
pemerintah mengalami berbagai kendala. Dalam hal ini Pemerintah Kota
Semarang mencéba melakukan terobosan dengan menyerahkan pembinaan dan
pengaturanr mengenai berbagai pelma'salahan yang menyangkut keberadaan

pedagang kaki lima kepada kecamatan masing-masing di seluruh wilayah Kota

Semarang.

Melalui berbagai kebijakan dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2000' tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL maka Pemerintah Kota
Semarang mencoba untuk menata kembali keberadaan PKL sesuai dengan iklim
reformasi dengan melibatkan komunitas dan kelompok PKL tersebut. Tujuan dari
diterbitkannya kebijakan Perda No. 11 Tahun 2000 dan Surat Keputusan
Walikota Semarang No. 130.2/339 Tahun 2000 adalah untuk melaksanakan :
a. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan
wilayah kota dengan keterlibatan bara pelaku kebijakan.
b. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang
kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi.
c. Terjaminny»a pemasukan dari retribusi PKL untuk Pendapatan Asli

--Daerah (PAD) berupa retribusi sewa lahan.




Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengaturan dan pembinaan
pedagang kaki fima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 11/2000 ini
pelaksanaanya telah diserahkan langsung ke wilayah Kecamatan sebagai
pembina dan Kelurahan sebagai pengawas ‘melalui Keputusan Walikota Nomor
130.2/339 Tahun 2000 pada tanggal 5 Agustus 2600,

Pada dasamya, Perda No. 11/2000 ini melarang pedagang kaki lima
untuk merombak, menambanh, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang
kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota,
mendin’kaﬁ bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah
ditetapkari; fiiériindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima kepada
pihak lain, melakukan" usaha di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah
ditetapkan, serta menempati lahan lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan
tempat tinggal (hunian).

Namun .demikian dalam kenyataanya semua ketentuan dan larangan
yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah
diupayakan adayanya penegakan hukum dari aparat kecamatan dan kelurahan.
Hal ini diakibatkan adanya beberapa indikator atau penyebab pelanggaran dan
halangan Perda tersebut seperti (Suara Merdeka, 25 Maret 2002):

1..Adanya sikap permisif dan kurangnya pemahaman Perda No. 11/2000

dari sebagian besar masyarakat kota Semarang.

2. Adanya ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda

No. 11/2000.

3. Adanya tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam memelopori

pendi‘rian bangunan untuk PKL di tempat yang bukan semestinya.

4. Adanya institusi seperti Universitas Diponegoro di sekitar wilayah

kampus Pleburan yang memelopori pendirian bangunan PKL dengan




dampaknya yang agak mengkhawatirkan karena jumlah PKL semakin
membengkak dan cenderung semakin menyebar.

5. Adanya ketakutan dari aparat ﬁntuk bertindak lebih jauh karena
dampak reformasi justru membuat para PKL semakin mempunyai
keberanian melawan aparat. |

Dalam hal ini peranan Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) Kota
Semarang turut menentukan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Salah satu
program pemberdayaan PKL yang melibatkan PPJ dengan sekitar 8.500 PKL
anggotanya adalah melakukan penertiban secara mandiri. Berdasarkan
keterangan dari PPJ dinyatakan bahwa mereka telah berusaha menertibkan
anggotanya agar tidak menempati daerah Iarangan'. Tetapi, kenyataan di
lapangan fidak sedikit para pedagang yang bukan merupakan anggota
Persatuan Pedagang dan Jasa (PPJ) Kota Semarang nekad menempati daerah
larangan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumiah PKL tidak diimbangi
dengan pertumbuhan tempat yang tidak memadai.

Sejalan dengan reformasi, perilaku dalam masyarakat khususnya di Kota
Semarang mulai berubah. Euforia reformasi yang berlebihan membuat
masyarakat lebih berani bertindak di luar aturan. Bahkan berbagai pelanggaran
dilakukan secara terang-terangan, tanpa perasaan takut sewaktu-waktu ditindak.
Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan masa sebelum reformasi (Orde
Baru). Pada masa itu Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang dikenal
dengan néma Tibum (ketertiban umum menjadi sosok yang paling menakutkan
bagi para pedagang kaki lima (Suara Merdeka, 17 April 2002).

Jika pada masa lalu dapat kita lihat bahwa tidak ada PKL yang berani
membuka dasarén di sembarang tempat seperti di atas saluran air atau trotoar
jalan protokol maka keadaannya kini dapat berolak belakang. Seiring dengan

krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, kios-kios PKL kini
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semakin menjamur di mana-mana. Dalam waktu singkat jumlah PKL semakin
bertambah dan menambah kekhawatiran al-.can adanya puncak permasalahan
PKL seperti di kota-kota besar di Jakarta dan Bandung yang berakhir dengan
konflik mengenaskan (Kompas, April 2002).

Ketiadaan pemahaman aturan seperti peraturan-peraturan daerah yang sudah
usang yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif (DPRD) seringkali hanya
menjadi perangkat hukum yang hanyé dipahami oleh segelintir khalayak
masyarakat dengan semakin meningkatnya pelanggaran dan berbagai konflik
lainnya (Suara Merdeka, 17 April 2002).

Dengan melihat kondisi yang ada, maka apabita subyek tidak ditangani
secara sistematis akan mengakibatkan beberapa permasalahan dan konflik yang
berkaitan dengan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian
lingkungan Lingkungan Kota. Berdasarkan permasalahan tersebut maka
Pemerintéh Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) melalui
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 ini dikeluarkan seiring dengan melihat latar
belakéng secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan
kondisi kota Semarang pada kh'ususnya. Melalui Perda tersebut maka strategi
pembangunan daerah kota Semarang yang dilakukan berdasar pada konser;t T
Bina vyaitu Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan dapat
dimplementasikan dengan baik. Konsep pembangunan ini merupakan konsep
yang meﬁgamodasikan tiga komponen yang saling melengkapi dan saling
berkaitan-satu—dengan lainnyé, antara manusia selaku pelaku pembangunan,
dunia usaha sebagai ogyek datam proses pembangunan dan lingkungan sehagai
faktor yang melingkupi pembangunan secara berkesinambungan. Dengan

demikian melalui Perda tersebut tujuan dari kebijakan Pemerintah Kota




Semarang yang berdasar pada Tri Bina Pembangunan ini dapat memecahkan

dan menangani permasalahan PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

Untuk mengimplementasikan konsep pembangunan tersebut, maka

strategi yang dilaksanakan dalam pembangunan daerah adalah strategi yang

berdasarkan pada pendekatan seperti :

1. Integratif

- Pendekatan ini mengandung makna :

a.

Pembangunan kota Semarang merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan pembangunan daerah Propinsi dan
Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaan
senantiasa masih mengacu pada pola pembangunan propinsi
dan Pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Pembangunan kota Semarang pada prinsipnya merupakan

serangKaian proses yang terdiri dari berbagai unsur yang sangat

Iﬁas, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus
mempertimbangkan adanya keserasian hubungan antar unit
organisasi, antar sektor, dan antar wilayah.

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kerjasama dengan
daerah lain disekitamya, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya
tidak dapat mengabaikan hubungan kerjasama dengan daerah-

daerah disekitarnya.

2. Pemberdayaan

Pendekatan ini mengandung esensi bahwa pembangunan pada

dasamya adalah pengembangan dari masyarakat itu sendir,

masyarakat harus menjadi subyek pembangunan, oleh sebab itu

masyarakat selaku subyek pembangunan dituntut agar dapat
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berperan aktif dalam proses pembangunan itu. Dengan demikian
masyarakat harus memiliki kemampuan, semangat dan prakarsa yang
muncul dalam dirinya sendiri.

Strategi yang relevan dalam mengaktualisasikan hal tersebut adalah

dengan pemberdayaan masyarakat semaksimal mungkin.

. Penetapan Skala Prioritas

Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan pada upaya
pemecahan masalah-masalah yang sangat urgen bagi kepentingan
masyarakat luas. Pembangunan harus _senantiasa " disesuaikan
dengan prioritas masalah yang dihadapi, oleh karena itu dalam
mengimplementasikan penentuah sektor-sektor pembangunan juga
berdasarkan pada skala prioritas tersebut, dengan harapan
pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Dengan demikian, melalui konsep pembangunan tersebut Pemerintah

Kota Semarang bermaksud mengatur dan menertibkan para PKL agar kehadiran

mereka dapat memberikan manfaat bagi kehidupan warga kota dengan

menghindarkan seminimal mungkin timbulnya berbagai segt dan dampak negatif

berupa permasalahan PKL di kota Semarang.

Permasalahan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang

Tengah berkaitan dengan adanya permasalahan yang dapat potensial

menganggu pada masa yang akan datang terutama dalam beberapa hal seperti :

1.

Kebersihan

Sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam jumlah yang tidak
begitu banyak sudah seharusnya masih mampu untuk mengendalikan
kebersihan lingkungannya dengan fasilitas kebersihan vyang
disediakan oleh pemerintah kota. Namun seiring dengan berjalannya

waktu dan bertambahnya jumiah PKL di sudut kota tertentu
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mengakibatkan sarana dan prasarana kebersihan yang ada tidak
mampu unfuk menampung sampah dari semua hasil aktivitas PKL
yang ada, Sementara potensi akfivitas lainnya vang tidak dapat
terkontrol secara ketat dari pedagang kaki lima adalah seringnya para
pengunjung pedagang kaki fima tidak mengindahkan kebersihan

sebagai akibat meluapnya jumiah sampah yang dihasilkan oleh

kegiatan mereka.

. Keindahan

Menurut pendapat dari sebagian kalangan akademisi di UNDIP,
"mahasiswa UNDIP, masyarakat, tokoh elit masyarakat, dan dari
sebagian PKL sendiri menyatakan bahwa keberadaan PKL yang tidak
terkendali mengancam keindahan estetika kota Semarang (Suara
Merdeka, 17 April 2002). Keberadaan pedagang kaki lima yang
mengambil tempat strategis sering membuat keindahan kota menjadi
terganggu. Hatl ini tercermin dari sebagian besar kegiatan pedagang
kaki lima yang mengambil tempat atau lokasi untuk mendirikan
bangunén baik semi permanen maupun permanen dalam melakukan
kegiatan mereka pada tempat-tempat yang dilarang namun dirasa
sangat strategis bagi kegiatan mereka. Sementara itu modal sebagian
besar para PKL yang pas-pasan juga membuat semua bentuk

dasaran atau bangunan PKL tampak sangat kumuh dan kotor.

. Ketertiban

Dalam data kegiatan operasi Yustisi Kantor Satpol PP Kota Semarang
Tahun 2001 dinyatakan bahwa operasi yang menyangkut ketertiban
PKL pada tahun 2001 dilakukan sebanyak 98 kali dar tujuh jenis
operasi lainnya dari total 535 operasi Yustisi yang ada. Salah safu

indikator kegiatan pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang yang
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mengganggu ketertiban adalah kegiatan mereka yang mengambil
tempat di trotoar dan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban

lalulintas dan para pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar

_ dimana hal ini juga melanggar SK Walikota No. 511.3/16 tentang

Penetapan Lahan/Lokasi Kaki Lima.

. Keamanan

Kegiatan para pedagang kaki lima mengundang adanya kegiatan
premanisme dan pungutan liar dari lingkungan sekitérnya sehingga
dapat menimbulkan berbagai ekses negatif seperti adanya jual beli
lahan dan perebutan lahan antar PKL sendir (Suara Merdeka, 17

‘April 2002). Di lain pihak, operasi penertiban PKL seperti yang terjadi

.di-kota-kota besar lain seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya

seringkali menimbulkan kerawanan keamanan dengan akhir seperti
konflik antara PKL dengan aparat, masyarakat dengan aparat,
masyarakat dengan msayarakat lainnya bahkan antar aparat saling

bertentangan (Kompas, 20 Maret 2002)

. Kelestarian Lingkungan Kota.

Berbagai aktivitas PKL terutama dari PKL jenis usaha makanan dan

minuman sangat rentan terhadap penyebaran berbagai macam

- penyakit karena kotoran dan {imbah yang dihasitkan dibuang pada

" tempat yang tidak memadai dan memenuhi syarat. Terlebih lagi para

PKL yang menempati lahan di atas saluran air sering fidak dapat
dikontrol lagi ole.h petugas sehingga menyebabkan saluran air
menjadi tersumbat dan mengakibatkan banjir di musim hujan akibat
dari tingginya jumlah sampah yang dibuang ke saluran air dan daya

tampung tempat sampah yang ada di sekitamya terbatas.
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Beberapa kasus seperti penyalah gunaan lahan dan penyerobotan ruang
publik seperti menyita sebagian trotoar bagi pejalan kaki serta menempati [ahan-
lahan yarig dirasa kosong sempat menimbulkan konflik yang menjurus
kekerasan. Sementara”kasus lainnya adalah pendirian bangunan untuk lokasi
usaha PKL di tempat terlarang dan tidak mengindahkan aspek lingkungan
sekitamya dengan mendirikan bangunan permanen secara liar. Hal ini juga
sangat merugikén lingkungan Kota, sebégai contoh pembangunan kios-kios PKL
di atas saluran air pada suatu waktu akan menjadi bencana dengan tidak
terkontrolnya saluran air akibat tertutupnya saluran tersebut dengan lantai
bangunan PKL. Dengan demikian, tidak efektifnya Perda No. 11/2000 akan
berdampak negatif pada masalah kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban,
dan kelesfarian lingkungan kota. Oleh karena itu setetah melihat latar belakang
tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai perilaku pedagang kaki lima
di kota Semarang terhadap Perda No. 11/2000 guna mencari alternatif dan solusi
kebijakan dan perda dalam mengatasi sektor informat pedagang kaki lima untuk

menambah wawasan dalam konteks kebijakan publik di kota Semarang.

B. IDENTIFIKAS] MASALAH
Penelitian ini ditakukan setelah mengetahui adanya beberapa hambatan
dan permasalahan negatif yang menyangkut perilaku PKL terhadap Perda
No.11/2000 di kota Semarang dalam hal:
1. Adanya sikap dan perilaku permisif dan kurangnya pemahaman
Perda No.11/2000 dari sebagian besar masyarakat kota Semarang.
2.. Adanya ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda
No. 11/2000 membuat perilaku PKL terhadap peraturan menjadi

apatis.
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3. Adanya perilaku dari tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam

memelopori pendirian bangunan untuk PKL di tempat yang bukan
semestinya sehingga menyulitkan implementasi Perda No, 11/2000.

Adanya indikasi institusi seperti Universitas Diponegoro di sekitar
wilayah kampus maupun instansi lainnya yang memelopori pendiran

bangunan PKL dengan dampaknya yang agak meng_khawatirkan

sehingga jumlah PKL semakin membengkak dan cenderung semakin

menyebar. Hal ini juga mempengaruhi perilaku PKL.
Adanya penurunan kualitas kota dalam hal : kebersihan, keindahan,
keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan kota Semarang

semakin mempengaruhi perilaku PKL untuk meltanggar perda.

C. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan mengenai Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi

Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11/2000 di Kecamatan Semarang Tengah

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.

Apakah karakteristk PKL di Kecamatan Semarang Tengah
berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL? |

Apakah pemahaman Perda Pemerintah Kota Semarang No. 11/2000
berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan
Semarang Tengah ?

Apakah karakteristik lingkungan PKL di Kecamatan Semarang

Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL. ?

4. Apakah karakteristik PKL, Pemahaman Perda No.11/2000, dan

Karakteristik Lingkungan PKL m(;mpunyai pengaruh yang signifikan

—terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah ?
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D.  TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. TUJUAN TEORITIS
a. Untuk mengembangkan teor dan kajian mengenai kebijakan yang
ada guna menambah wawasan akademik.
b. Untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan menganalisis
secara ilmiah hubungan yang terdapat pada variabel pengaruh dan

-variabel terpengaruh.

2. TUJUAN PRAKTIS
Tujuan praktis dari penelitian adalah untuk memecahkan permasalahan
mengenai perilaku PKL dalam penerapan kebijakan pengaturan dan pembinaan

PKL melalui Perda No. 11/2000 Pemerintah Kota Semarang yang dipengaruhi

"oleh beberapa faktor seperti karakteristik PKL, pemahaman perda, dan

karakteristik lingkungan PKL di Kecamatan Semarang Tengah.
3. TUJUAN UMUM
Séstial dengan rumusan masatah yang dikaji, maka secara umum tujuan
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah karakteristik PKL di Kecamatan Semarang
Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL.
2. Untﬁk mengetahui ‘apakah -pemahaman Perda Pemerintah Kota
Semarang No. 11/2000 berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL
di Kecamatan Semarang Tengah ?
3. Untuk mengetahui apakah karakteristik lingkungan PKL di Kecahatan
Semarang Tengah berpengaruh signifikan terhadap perilaku PKL.
4.. Untuk mengetahui apakah karakteristik PKL, Pemahaman terhadap

Perda No. 11/2000, dan Karakteristik Lingkungan PKL mempunyai
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pengaruh signifikan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang

Tengah.

4. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan pené[itian adalah untuk menganalisis keadaan dari, alasan,
untuk, dan konsekuensi kebijakan terhédap suatu set keadaan khusus. Keadaan
tersebut dapat dilakukan melalui observasi dan analisis. Penelitian ini memegang
peranah penting dalam memberikan landasan terhadap tindakan serta Keputusan
kebijakan perda dalam aspek pembangunan yang melibatkan keberadaan rakyat

khususnya pedagang kaki lima (PKL) di wilayah kota Semarang.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN PENELITIAN
Untuk memberikan gambaran isi penelitian secara keseluruhan maka
disajikan sistematika pembahasan penelitian ini sebagat berikut:
- Bab I. Pendahuluan.
Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah,
identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika
pembahasan penelitian.
- Bab Il. Telaah Pustaka dan Pengembangan Model Penelitian
Bab ini berisi uraian tentang pengertian perilaku, pengertian PKL,
perilaku PKL, karakteristik PKL, pemahaman kebijakan Perda No.
11/2000, analisis kebiiakan, elemen kebijakan, kerangka analisis
kebijakan, karakteristik lingkungan PKL dan hipotesis.
- Bab lil. Metode Penelitian
Bab ini berisi desain penelitian, ruang lingkup penelitian, -Iokasi

penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, populasi dan
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teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis
data dan jadwal penelitian.

- Bab IV, Analisis Data
Bab ini berisi pemaparan tentang gambaran umum obyek penelitian,
proses dan hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

- Bab V. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hipotesis dan masalah
penelittan, implikasi pada teori-teori manajemen, implikasi pada
kebijakan manajemen, keterbatasan penelitian dan agenda untuk

penelitian mendatang.
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BAB lI
TELAAH PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI
2.1. PERILAKU PKL (VARIABEL Y)

Pengertian perilaku dalam konteks kebijakan adalah perilaku individu
dalam lingkungan kebijakan. Perilaku dalam lingkungan kebijakan pada
hakekatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu pefaku kebijakan
dalam  lingkungan (organisasinya) (Thoha, 2000). Masing-malsing individu
tersebut membawa karakteristk yang berbeda-beda dalam lingkungan
organisasinya sehingga membawa pengaruh ke lingkungan organisasinya
(Gibson, 1996). Namun apabila lingkungan atau organisasi dari masing-masing
individu tersebuf—mempunyai karakteristik berupa keteraturan yang diwujudkan
dalam bentuk seperti 'beraturan. tanggung jawap, hak dan kewajiban maka
karakteristik lingkungan atau organisasi tersebut akan berinterakst dengan
perilaku masing-masing individu (Thoha, 2000). Dalam penelitian ini maka unit
analisisnya adalah perilaku masing-masing PKL.

Perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 merupakan suatu tolok ukur
keberhasilan dari kebijakan Perda tersebﬁt. Dengan mengetahui perilaku PKL
tersebut maka diharapkan ldapat mengatasi permasalahan -pokok PKL di
perkotaan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dari
kebijakan' pemerintan kota di Kecamatan Semarang Tengah. Adapun
permasalahan yang dapat menjadi tolok ukur perilaku pedagang kaki lima di
wilayah Kecamatan Semarang Tengah berkaitan dengan permasalahan yang

menganggu terutama dalam hal ;
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1.

2

3.

4,

5.

Kebersihan
Potensi aktivitas dari pedagang kaki lima menimbulkan
permasalahan kebersihan dimana seringkali para pedagang kaki lima

tidak mengindahkan kebersinan sebagai akibat meluapnya jumlah

__sampah yang dihasilkan oleh kegiatan mereka.

Keindahan ™

Keberadaan pedagang kaki lima yang mengambil tempat strategis
sering membuat keindahan kota menjadi terganggu. Hal ini tercermin
dari kegiatan pedagang kaki lima yang mengambil tempat atau lokasi
untuk melakukan kegiatan mereka pada tempat-tempat yang dilarang
namun dirasa sangat strategis bagi kegiatan mereka.

Ketertiban

Salah satu indikator kegiatan pedagang kaki lima di wilayah kota

- Semarang yang mengganggu ketertiban adalah kegiatan mereka

yang mengambil tempat di troltoar dan pinggir jalan sehingga
mengganggu ketertiban lalulintas dan para pejalan kaki yang
menggunakan fasilitas trotoar.

Keamanan

Kegiatan para pedagang kaki lima mengundang adanya kegiatan
premanisme dan pungutan liar dari lingkungan sekitarnya sehingga
dapat menimbulkan berbagai ekses negatif seperti adanya jual beli
lahan dan perebutan lahan antar PKL sendiri.

Kelestarian Lingkungan Kota.

Keberadaan kios-kios PKL di sebagian besar kota-kota di Indonesia
pada umumnya dan di Kota Semarang pada khususnya, tampak
pahwa bangunan-bangunan semi permanen, permanen, dasaran

untuk berjualan, lapak-lapak PKL, serta berbagai jenis sarana untuk
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berdagang di kaki lima menunjukkan kecenderungan tidak ramah
terhadap kelestarian lingkungan disekitamya (Kompas, 1 Februari
2002).

Sebagal contoh, aktivitas PKL terutama dari PKL jenis usaha
makanan dan minuman sangat rentan dengan kelebihan limbah yang
dibuang. Hal ini karena sisa makanan dan limbah yang dihasitkan
dibuang pada tempat yang tidak memadai dan memenuhi syarat
sebagal akibat sarana kebersihan yang ada tidak atau kurang
memadai.

Dengan melinat kelima indikator diatas maka apabila hal-hal tersebut

sebagian besar menunjukkan perilaku PKL yan.g tidak mendukung terhadap
keberhasilan Perdal No.11/2000 maka dapat dikatakan bahwa Perda No. 11/2000
tersebut . perfu ditinjau kembali. Demikian puta jika sebaliknya maka perlu
dievaluasi apakah perlu dikembangkan atau tidak. Hal ini berkaitan dengan
pendapat yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan datam
penanganan suatu masalah (PKL) dipengaruhi oleh suatu asumsi yang
menyatakan bahwa :
Jika sebuah kebijaksanaan tidak tepat dalam arti tidak dapat memecahkan
masalah untuk mana kebijaksanaan tersebut telah dirancang maka hal tersebut
merupakan suatu kegagalan, tidak peduli seberapa baiknya kebijakan dan
kebijkasanaan itu telah dilaksanakan. Namun sebaliknya suatu kebijakan yang
cemerlang dilaksanakan dengan buruk akan gagal mencapai tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan (Edward, 1980).

Menurut Grindle (1980) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang
mempengaruhi aktivitas penerapan kebijakan yaitu content dan context dari

kebijakan.
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Konten (content) kebijakan terdiri dari :
a.

b.

e.

f.

Sedangkan konteks (contexf) kebijakan memiliki dasar yaitu :

a.

|
|
|
|
i
|
|
Pihak yang kepentingannya dipengaruhi. i
Jenis dan manfaat yang dapat diperoleh :
Jangkauan perubahan yang dapat diharapkan i
Kedudukan pengambilan keputusan i
.Pelaksana—pelaksana program :
Sumber-sumber yang tersedia. i
!
!
|
|

‘Kekuasaar, kepentingan, dan strategi dari mereka yang tertibai\t dalam

penerapan kebijakan. i
|

- Adanya kepentingan dan strategi dari pihak eksekutif, Iegislsisltif, dan

|
golongan masyarakat dar berbagai pihak seringkali menit:nbulkan

konflik dan mempengaruhi peritaku PKL dalam hal keter’tiﬁan dan
i

i

l

Karakteristik rezim (walikota) dan lembaga (DPRD, llairokrasi

keamanan.

pemerintah) akan mempengaruhi tindakan dan perilaku PKL dalam
|
hal kebersihan, keindahan, ketertiban, kewajiban retribusi, ke;amanan,

dan kelestarian lingkungan kota.

i

|

Kesadaran dan ketanggapan. o
i

Kesadaran dan ketanggapan dari pengambil keputusar? dalam

menangani dampak yang ada dari suatu kebijakan seper:ti Perda

|
No.11/2000 memiliki pengaruh terhadap perilaku PKL dailam hal

|

kebersihan, keindahan, kefertiban, kewajiban retribusi, keamanan,
l
dan kelestarian lingkungan kota. |
i

Ada beberapa hal mengapa setiap anggota masyarakat mau dan tidak

mau serta berperilaku positif dalam melaksanakan kebijaksanaan yaitu :

I
i
|
i
|
| 19
i
i
:
!




a. Kebijakan akan dilaksanakan jika: -

1.

- Adanya kepentingan pribadi, rezim atau lembaga yang mendasari
“tindakan atau perilaku PKL.
Respek anggota masyarakat terhadap oforitas dan keputusan-
keputusan badan pemerintah.
Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan dapat terlaksana
jika perilaku PKL cenderung mendukung Perda No.11/2000.
Adanya keyakinan bahwa kebijaksanaan itu dibuat secara sah,
konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang

melalui prosedur yang benar akan menambah aspek positif

" terhadap perilaku PKL.

Adanya hukuman dan sanksi tertentu bila tidak melaksanakan
kebijaksanaan akan membawa perilaku PKL yang positif..
Terkait dengan masalah waktu dimana adanya suatu konflik yang

berkepanjangan akan berhubungan dengan perilaku PKL.

b. Kebijaksanaan tidak akan dilaksanakan dan membawa pengaruh kepada

peritaku PKL yang tidak menunjang keberhasilan Perda apabila:

1.

o s o

Bertentangan dengan sistem nilai masyarakat.

Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum.
Keanggotaan seseorang dalam suatu perkumputan atau ketompok.
Keinginan untuk mencari untung dengan cepat.

Adanya ketidak pastian hukum. ( Islamy, 2001: 108-111).

2.2. KARAKTERISTIK PKL {VARIABEL X1)

Pengertian sektor informal dalam konteks pedagang kaki lima adalah

suatu unit usaha yang tidak memperoleh berbagai proteksi ekonomi dar

pemen‘ntah'dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas dari
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pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Karakteristik sektor informal ini
menurut I_LOIIntemational Labour Organization (Widodo, 2000} yaitu : mudah
dimasuki, bersandar pada sumber daya disekitarnya, merupakan kegiatan usaha
keluarga, ukuran usaha dalam skala keclil, bersifat intensif kerja dan dengan
teknologi tepat guna, ketrampilan bukan berskala dari sekolah formal, dituar jalur
pemerintah, dan bergerak dalam pasar sangat bersaing.

Latar belakang profesi PKL ini disebabkan oleh adanya kecenderungan
para PKL yang menjadikan PKL sebagai mata penqahan‘an pokok sehari-hari di
kota-kota besar. Selain itu juga dilatar belakangi oleh adanya pengaruh faktor
sosial dan ekonomi yang mendorong para PKL untuk melakukan usahanya.
Dengan pengaruh sosial ekonomi perkotaan yang membutuhkan adanya PKL
maka profesi sebagai PKL merupakan daya tarik bagi kehidupan pencari kerja di
perkotaan.

Sementara itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (Widodo,

. 2000: 26) menyatakan bahwa ciri-ciri sektor informal dapat dijelaskan seperti

berikut :

a. Pada umumnya barang-barang dan jasa yang dijual harganya lebin
murah dan terjangkau oleh sebagian masyarakat.

b. Modal dan perputaran usaha relatif tidak begitu besar.

¢. Sumber dan modal usaha umumnya berasal dari modal sendiri atau
dari keluarga dan kerabat.

d. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena fimbulnya
unit usaha ftidak menggunakan fasititas atau kelembagaan yang
tersedia di sektor formal.

e. Pada umumnya sebagian besar tidak mempunyai izin.

f. Pola kegiatan usaha tidak teratur dalam arti tidak ada hal-hal formal.
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g. Banyak dari program pemerintah seperti pemberian bantuan dana
untuk sektor informal terhalang oleh hal-hal non teknis dan sikap dari
penerima program sendiri.

Dengan melihat karakteritik diatas maka, pedagang kaki lima dapat
digolongkan dalam sektor informal karena memiliki sebagian besar dari
karakteristik tersebut. Dilihat dari keberadaanya, sektor informal dapat berada di
daerah kota maupun desa, namun khusus di daerah pedesaan sektor informal di
pedesaan masih sangat tradisional sehingga disebut dengan sektor tradisional
karena nyaris tidak mendapatkan profit dan lebih bersifat sosial. (Widodo,
2000:24).7

PKL adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha di sektor informal.
Pada dasamya pedagang kaki lima. (PKL) adalah sebagai kegiatan seorang
individu atau kelompok yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang
dilakukan di tempat-tempat umum dengan legalitas formal yang tidak begitu
tinggi serta cenderung untuk berpindah-pindah tempat. Istitah kaki lima pada
mulanya berasal dari ukuran trotoar di pinggir jalan dengan lebar sepanjang fima
kaki (1,5 meter). sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang
berjualan pada kaki lima dengan mengambil tempat atau lokasi di daerah
keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan, pasar, kantor, sekolah,
gedung bioskop, alun-alun, dan bahkan di kawasan perumahan tempat tinggal
(Chandrakirana, dkk, 1995).

Difihat dari klasifikasinya, pedagang kaki fima di kota Semarang dapat
dibedakan menjadi beberapa jenis klasifikasi seperti:

a. Klasifikasi menurut sifat lokasi usaha :
1. Permanen.
2. Semi permanen.

3. Tidak permanen ( berkeliling).
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b. Berdasar pada status lokasi usaha :
1. Mempunyai izin.
2. Tidak mempunyai izin,
¢. Berdasar pada jenis barang atau jasa:
1. Usaha Jasa (menjual jasa, seperti layanan memperbaiki barang
rusak). -
2. Usaha Non Jasa (menijual barang, makanan, dan binatang hidup).
d. Berdasar waktu usaha PKL :
1. Siang Hari.
2. Malam Hari.
3. Sepanjang hari.
4. Muéiman.

Karakteristk pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang dapat
diidentifikasi dengan indikator kondisi PKL tersebut dengan masukan data
meliputi waktu usaha, pekerjaan tetap, pengembangan usaha, modal usaha,
pendidikan, harga, lama usaha, jenis kelamin, usia dan lokasi usaha dari PKL
terhadap kebijakan Perda No. 11/2000 Pemerintah Kota Semarang.

Selain beberapa hal diatas maka karakteristik PKL menurut Julissar

Annaf (Widodo, 2000: 31) dapat dijefaskan sebagai berikut :

1. Bagi PKL, berdagang di kaki. lima merupakan mata pencaharian
pokok.

2. Sechagian besar PKL termasuk golongan angkatan kerja yang
produktif.

3. Tingkat pendidikan PKL umumnya rendah.

4. Sebagian besar PKL merupakan pendatang walaupun telah

mempunyai KTP kota yang bersangkutan.
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10.
11.

12.

Sebelum menjadi PKL, umumnya pernah bekerja di tempat lain
dengan hasil yang tidak memuaskan.

Modal cukup lemah dengan omzet penjualan relatif tidak begitu
besar,

Modal beras_al dari diri sendiri, keluarga atau Kerabat.

Kurang mampu dan sedikit kemauan untuk memupuk modal.
Sebagian besar PKL terkena pungutan resmi ataupun tidak resmi
(pungli) dari petugas, oknum petugas maupun dari para preman.
Tingkat pendapatan relatif rendah untuk ukuran kota besar.

Barang dan jasa yang dijual cukup terjangkau.

Barang dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan seharihari

warga kota yang sewaktu-waktu membutuhkan.

2.3. PEHAMAMAN KEBIWAKAN PERDA NO. 11/2000 (VARIABEL X2)

Dalam memahami makna pemahaman suatu kebijakan, maka terlebih

dahulu perlu memahami secara teoritis dari analisis kebijakan. Teori merupakan

sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial

maupun natura yang ingin diteliti. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau

hubungan dari proporsi atau dalil. Menurut Kerlinger (Nazir, 1988) teori adalah

sebuah set konsep atau construct yang berhubungan satu dengan lainnya, suatu

set dari proporsi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena.

Teori adalah alat dari ilmu {toof of science). Di lain pihak teor juga merupakan

alat penolong teori. Sebagai alat dari ilmu, teori mempunyai peranan sebagai

berikut :

a.

Teori mendefinisikan orientasi utama dan iimu dengan cara

memberikan definisi terhadap jenis-jenis data yang akan dibuat

abstraksinya.
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b. Teori memberikan rencana (scheme) konseptual, dengan rencana
mana fenomena-fenomena yang relevan disistematikan,
‘diklasifikasilkan dan dihubung-hubungkan.

¢. Teori memberikan ringkasan terhadap fakta dalam bentuk generalisasi
empiris dan sistem generalisasi.

d. Teori memberikan prediksi terhadap fakta.

e. Teori memperjelas celah-celah di dalam pengetahuan kita.

Penelitian dan teori mempunyai hubungan yang sangat erat. Teor
memberikan dukungan kepada penelitian dan di lain pihak, penelitian juga
memberikan kostribusi kepada teori. Teori dapat memandu penelitian sehingga
penelitian yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan. Teori dapat
merangkum penemuan-penemuan khas dari berbagai studi dan teori dapat
menyediakan basis untuk suatu penjelasan atau prediksi oleh suatu teori.

Secara teoritis, menurut Witliam N. Dunn (2000), analisis kebijakan
adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan
kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijkan
analis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program
publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal
tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para
analis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan
dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan
eksekutif [egislatif, dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki
peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil
analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan tergantung
pada akses terhadap kebutuhan pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan
penggunaan éna!isis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktek dan teori

pembuatan kebijakan publik.
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Deskripsi analisis kehijakan yang diberikan oleh E.S. Quade (Dunn dalam
Darwin, 2000) adzalah sebagai berikut :

“Analisis kebijakan adalah setiap jenis analisis yang menghasilkan dan

menyajikan informasi dapat menjadi dasar Eagi para pengambil kebijakan di
dalam menguji pendapat-pendapat mereka. Dalam analisis kebijakan kata
analisis dléu;;an dalam pengertian yang paling umum. Kata tersebut secara
tidak langsung menunjukkan penggunaan institusi dan pertimbangan yang
mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan pemecahan ke komponen-
komponennya, tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis (pengganti) atas
altemnatif-altemnatif baru. Aktivitas-aktivitas itu meliputi penelitian untuk
.menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang
mendahului atau untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa
analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti,
sedangkan fainnya memeriukan data yang luas sehingga dapat dihitung dengan
proses matematiké yang rumit.”
Tujuan analisis kebijakan lebih dari sekedar menghasilkan fakta-fakta, dimana
disini juga dicari cara untuk menghasilkan informasi mengenai nilai-nilai dan arah
tindakan yang lebih baik. Dengan demikian analisis kebijakan meliputi evaluasi
kebijakan dan rekornendasinya ( policy advocacy).

Kajian teoritis mengenai kebijakan pada dasamya untuk mengkaji dan
mengidentifikasi masalah sehingga dapat dipahami secara ilmiah. Hal ini
diperlukan guna menetapkan pemahaman secara teoritis sesuai dengan topik
penelitian yang dibahas guna menetapkan kerangka pikir dan kesimpulan secara
iimiah.

Menurut pendapat Dr. M Irfan Islamy dalam bukunya yang berjudul

Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara dikatakan bahwa kebijakan
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atau kebijaksanaan (pengejawantahan kebijakan) (policy) seperti juga dikatakan
oleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dapat diartikan :

“a projected program goals, values and practises” (suatu kegiatan pencapaian
tujuan, nilai-nlal, dan praktek-praktek yang‘terarah). Sementara itu Thomas R.
Dye (Syafiie, 1997;: 106) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun
juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak
mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever govemrﬁent choose do or not
fo do). Sedangkan menurut pendapat RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan
publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang
ada untuk memecahkan masalah publik. Pendapat dari A. Hoogerwerf
menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat
diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.
Menurut Anderson, Kebijaksanaan publik adalah hubungan antar unit-unit
pemerintah dengan lingkungannya. Amold Rose menyatakan, kebijaksanaan
publik adalah serangkaian tindakan yang saling berkaitan (datam pemerintahan).
Sedangkan di lain pihak seperti dari pemyataan William N. Dunn, kebijakan
publik adalah suatu rangkaian pitihan-pilihan yang saling berhubungan yang
dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang
menyangkut tugas pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas
pemerintahan sgperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan,
kesejahtera_an masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pendapat
terakhir dari Carl Fiedrick menyatakan, kebijaksanaan pemerintah ini merupakan
suatu usulan findakan oteh seseorang, keluaraga atau pemerintah pada suatu
lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi,
dimanfaatkan oteh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan étau

merealisasikan suatu maksud.
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Pada akhimya dapat dirumuskan bahwa pengetahuan teorlis tentang
kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan
kinetja kebijakah dan program publik, sedangkan pengetahuan dalam
kebijaksanéan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan
untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat
umum yang berguna dalam perumusan kebijakan serta dapat meningkatkan
kinerja kebijaksanaan (Sofyan Effendi, Syafile, 1997: 107). Dengan demikian
kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Perda No. 11/2000 merupakan
suatu kegiatan pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah
dengan orientasi pada pembinaan PKL guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi
mereka dan masyarakat kota Semarang pada umumnya. Melalui terminologi
tersebut maka suatu kebijakan dengan kebijaksanaan yang dilakukan oleh
pemerintah kota bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di
tengah-tengah masyarakat seperti persoalan PKL guna dicarikan jalan keluar
baik melaui peraturan seperti' perda, keputusan walikota, dan keputusan-
keputusan dari pihak yang berwenang lainnya dalam wilayah kota yang
bersangkutan. -

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Semarang merupakan
suatu petunjuk atau pedoman dimana pelaksanaannya dijabarkan dalam bentuk
program pelaksanaan sehingga diharapkan dapat dipahami baik dari para pelaku
kebijakan, dan lingkungan kebijakan (masyarakat umum).

Tujuan Qari diterbitkannya kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2000
dengan Surat Képutus_an Walikota Semarang No. 130.2/339 Tahun 2000 pada
prinsipnya untuk melaksanakan :

a. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan

wilayah kota dengan ketertibatan para pelaku kebijakan.
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b. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang
kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi,
C. 'Terjaminnya pemasukan dar retribusi PKL untuk Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berupa retribusi sewa tahan.

2.3.1. METODOLOGI ANALISIS KEBIJAKAN

Metodologi analisis kebijakan seperti dikemukakan oleh Dunn (2000)
diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin seperti ilmu
politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis kebijakan sebagian
yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan
publik. Namun analisis kebijakan juga bersifat normatif. Tujuan lainnya adalah
menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilal
kebijkan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang.
Aspek normatif, atau kdtik nilai, dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita
menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup
dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabe! bebas (cara) yang

sifatnya valuatif. Dengan demikian pilihan tentang variabel-variabel seringkali

‘merupakan pemilihan terhadap nilai-nitai yang saling bersaing seperti keamanan,

keadilan, kebebasan, ketertiban, pemerataan, dan kebebasan. Memilih dan
menentukan prioritas satu nilai di atas pilai-nilai lainnya bukanlah penentuan
yang bersifat teknis semata, tetapi juga keputusan yang memeriukan penalaran
yang bersifat moral. 'Dengan demikian analisis kebijakan merupakan bentuk dari
etika terapan. Di lain pihak analisis kebijakan berupaya menciptakan
pengetahuan yang dapat meningkatkan efisiensi pilihan atas berbagai aiternatif
kebijakan. Dari penjelasan tersebut maka metodologi analisis kebijakan bertujuan

menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang
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relevan dengan kebijakén. Dalam hal ini pengetahuan menunjuk pada
kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal sehat dapat dibenarkan, yang
berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran yang pasti, aiau juga
kebenaran dengan probabilitas statistik tertentu. Kompleksitas proses
pembentukan dan implementasi kebijakan memberi jaminan bahwa kondisi yang
perlu dan memadai untuk timbulnya kepastian tentang Kkiaim dari kebijakan

sangat jarang terjadi.

2.3.2. PROSEDUR ANALISIS KEBIJAKAN
Prosedur merupakan subordinat dari standar kejelasan dan relevansi
kebijakan serta tuntutan umum dan kritik dari masyarakat. Dengan demikian
peranan prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah
kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinefja
kebijakan.
Dalam metodologi analisis kebijakan terdapat lima gabungan prosedur
umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalahan manusia (Dunn, 2000)
yaitu :
a. P.erumusan Masalah (Definisi)
Menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan
masalah kebijakan.
b. Peramalan (Prediksi)
Menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa yang akan
datang dari penerapan altematif kebijakan, termasuk didalamnya
. dengan tidak meiakukan hal sesuatu apapun.

c. Rekomendasi (Preskripsi)




Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari
konsekuensi di masa yang akan datang dari suatu pemecahan
‘masalah.

d. Pemantauan (Deskripsi)
Menghasilkan informast tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu
‘dari diterapkannya alternatif kebijakan.

e. Evaluasi
Menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari

konsekuensi pemecahan atau penanganan masatah yang diatasi.

2.3.3. ELEMEN KEBIJAKAN

Masalah kebijakan (Polficy Problems) adalah nilai, kebutuhan, dan
kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai
melalui tindakan publik. Pengetahuan mengenai problem apa yang hendak
dipecahkan memeriukan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului
adanya problem (masalah) maup‘un informasi mengenai nilai yang
pencapaiénnya menuntun kepada pemecahan masalah. Penyediaan informasi
mengenai masalah kebfjakan merupakan suatu tugas yang penting dan paling
sulit dalam analisis kebijakan. Hal ini disebabkan oleh problem (masalah) yang
dipecahkan akan menentukan kemampuan  kita menemukan  dan
mengidentifikasi pemecahan yang sesuai. Kekurangan atau kesalahan informasi
pada tahap analisis ini dapat menimbulkan kesalahan fatal, merumuskan secara

salah yang seharusnya dirumuskan secara benar.
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Gambar .1

Elemen Kebijakan

PELAKU
KEBIJAKAN

LINGKUNGAN i KEBIJAKAN |
KEBIJAKAN | I— PUBLIK |

Sumber : Dunn, 2000

Sistem kebijakan (Policy System) atau pola pelaku institusional melalut

kebijakan dib:uat, mengandung tiga elemen yahg memiliki hubungan timbat batik

yaitu :

1.

Kebijakan Publik (Public Policies)
Mferupakan serangkaian pilihan yang kurang jebih berhubungan

(térmasuk keputusan untuk tidak bertindak sama sekali) yang dibuat

'oifeh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan

' da!am bidang-bidang isu (issue areas), yaitu arah tindakan aktual atau

potenSIal dari pemeriniah yang didalamnya terkandung konflik di
antara ketompok—kelompok masyarakat. Dalam konteks penel:ttan ini,
kgbijakan publik adalah Perda No. 11/2000.

Liihgkungan Kebijakan

L?ingkungan kebijakan yaitu suasana tertentu dimana dimana kejadian
—ikejadian di sekitar isu kebijakan tersebut timbul, mempengaruhi dan
&ipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik. Lingkungan
I;(ebijakan dari Perda No. 11/2000 berada di lingkungan Kecamatan

$emarang Tengah dengan karakteristik yang sangat kompleks.
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3. Pelaku Kebijakan
Pelaku kebijakan adalah individu-individu atau kelompok-kelompok
pelaku kebijakan yang dapat menciptakan dan menghasilkan sistem
kebijakan dalam sistem yang berlaku di lingkungan kebijakan. Dalam
penefitian ini pelaku kebijakan diambil dari pihak pedagang kaki fima
sebagai responden. Para pelaku kebijakan Perda No. 11/2000 yang
“lainnya di Semarang adalah Pemerintah Kota Semaraﬁg dengan
obyeknya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Semarang.
Dengan berdasarkan ketentuan Keputusan Walikota Semarang
Nomor 130.2/339 Tahun 2000 terdapat tiga badan penegakan
kebijakan Perda yang juga termasuk para pelaku kebijakan yaitu :
a. Unit Pelaksana Daerah Pengelola Pedagang Kaki Lima (UPD
PPKL).
b. Camatdi wilayah Kecamatan Semarang Tengah yang mempunyai
kewenangan untuk memberikan ijin usaha PKL.

c. Lurah di wilayah Kelurahan dengan wewenang menarik retribusi.

2.3.4. KERANGKA ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai proses penelitan yang
melibatkén fima komponen informasi kebijakan yang dipindahkan dari satu posisi
ke posisi berikutnya melalui penggunaan berbagai metode analisis kebijakan

seperti pada gambar 2.2. di bawah ini
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Gambar .2 Kerangka Analisis Kebijakan

MASALAH
/ KEBIJAKAN

/

PERUMUSAN
[ M AS ALAH ] v [ PERAMALAN ]
PENYIMPULAN
PRAKTIS
HASIL HASIL GUNA ALTERNATIF
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN
\ A
T A
EVALUASI
PELIPUTAN REKOMENDAS]
KEBIJAKAN b /
| \ TINDAKAN /
Sumber : Dunn, 2000 KEBIJAKAN

2.3.5. IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan
dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-
prosedur rutin melalui beberapa saluran birokrasi. lmplementasi kebijakan
meliputi masglah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu
kebijakan _ (G_r_gggle Wahab, 1997). Hal ini berarti menegaskan bahwa
implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses
kebijakan (Whab, 1997). |

Menurut Udjoi (Wahab, 1997) menyatakan bahwa : “The execution of
policies is as important if not more important than policy making. Policies will

remain dreams or blue print file jackefs unless they are implemented’
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(Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh

llebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar

berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak
diimplementasikan) ( Wahab, 1997: 59). |

Di dalam kamus Webster (Wahab, 1997: 64) dirumuskan secara singkat
bahwa perkataan fo implement (mengimplementasikan) berarti fo provide the
meané for camying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu).

Dalam hal ini, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proseé

melaksanakan keputusan kebijaksanaan (dalam bentuk perundang-undanganf

peraturan pemerintah, keputusan peradilan, surat keputusan dari eksekutif, surat
perintah dari eksekutif, dan sebagainya). ~

Menurut Van Meter dan Van Hom (1975) merumuskan proses
implementasi ini sebagai : ‘those actions by public or private individuals (or
groups) that are directed at achievement of objectives set forth inprior policy
decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat,
kelompok-kelompok pemerintah atau non pemerintah yang diarahkan pada
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).
Sementara itu Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabastier (1979), menjelaskan
makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa memahami apa yang
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan
merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan
beberapa kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijakan negara, vyang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun kejadian dan kegiatan untuk menimbutkan
akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat (Wahab, 1997).

Dari kedua pendapat tersebut memperjelas bahwa proses implementasi

kebijakan sesungguhnya fidak hanya menyangkut perilaku badan-badan
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administrétif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Hal ini juga menyangkut
jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak
langsung dapat -mempengaruhi perilaku semua pihak yang teribat. Dengan
demikian péda akhimya hal tersebut berpengaruh terhadap dampak kebijakan
batk yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Seperti yang diungkapkan oleh Mazmania dan Sabatier (Wahab, 1997)
telah merumuskan proses implementasi kebijakan negara sebagai berikut :
"ifnp!ementatr‘on is the canying out of a basic policy decision, usually in a statute
but which can also take the form of important executive orders of court decisions.
Ideally, that decisions identifies the problem(s) to be addressed, stipulates the
objective(s) to be pursued, and, in a variely of ways, “structures” the
implementaifon Process. The Process nommally runs through a number of stages
beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs
(decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with
thoes decisions, the actual impact... both intended and unintended of those
outputs, the perceived impacts of agehcy decisions, and finaify, important
revisions (or attempted revisions) in the basic statute” (implementasi adalah
pelaksanaar{ keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang, r;an::;r: dapat pula berbentuk. perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya
keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,
menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai
cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya).

Dengan demikian dari beberapa pengertian tentang implementasi
kebijakan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan adalah suatu proses pencapaian tujuan kebijakan seperti yang telah
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digariskan dalam keputusan kebijakan melaiuf tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh individi-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok dari pemerintah
maupun non pemerintah.

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengaturan dan pembinaan
pedagang kaki lima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 11/2000 ini
pelaksanaanya telah diserahkan langsung ke wilayah Kecamatan sebagai
pembina dan Kelurahan sebagai pengawas melalul Keputusan Walikota Nomor
130.2/339 Tahun 2000 pada tanggal 5 Agustus 2000.

Pada dasarhya, Perdé No. 11/2000 ini melarang Pedagang Kaki Lima
untuk merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang
kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kota,
mendirikan bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah
ditetapkan, memindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima kepada
pihak lain, melakukan usaha di luar lokasi pedagang kaki lima yang telah
ditetapkan, serta me_mempati lahan lokasi pedagang kaki fima untqk kegiatan
tempat tinggal (hunian).

Namun demikian dalam kenyataanya semua ketentuan dan larangan
yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah
diupayakan adayanya penegakan hukum dari aparat kecamatan dan kelurahan.
Hal ini diakibatkan adanya beberapa indikator dimana ada beberapa hal atau
penyebab pelanggaran dan halangan Perda tersebut seperti (Suara Merdeka, 25
Maret 2002):

a. Adanya sikap permisif dan kurangnya pemahaman Perda No.11/2000

dari sebagian besar masyarakat kota Semarang.

b. Adanya ketidak tegasan aparat dalam melaksanakan ketentuan Perda

No. 11/2000.
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c. Adanya tokoh masyarakat yang cukup disegani dalam memetopori

~ pendirian bangunan untuk PKL di tempat yang bukan semestinya.

d. Adanya institusi seperti Universitas Diponegoro di sekitar wilayah
kampus Pleburan yang memelopori pendirian bangunan PKL dengan
dampaknya yang agak mengkhawatirkan karena jumiah PKL semakin
membengkak dan cenderung semakin menyebar.

e. Adanya ketakutan dari aparat untuk bertindak lebih jauh karena
dampak reformasi justru membuat para PKL semakin mempunyai
keberanian melawan aparat.

Sementara itu dengan terjadinya perubahan seperti reformasi yang saat
ini sedang beﬂangsung; 'maka masyarakat menginginkan adanya pergeseran ke
arah kondisi sosial yang adil, taraf hidup yang semakin maju (Kumorotomo, 1999
96). Dengan kata lain masyarakat menuntut serta menghendaki bahwa tuntutan
mereka dengan ditandai oleh beberapa faktor yang menjadi halangan terhambat
atau tidak tercapainya tujuan Perda No. 11/2000 dengan wajar merupakan hal
yang waiar.

Di sisi lain, keengganan dari pihak pejabat pemerintah kota untuk memahami
pendapat dar berbagai pihak seringkali juga mengakibatkan tumpulnya
kepekaan masyarakat terhadap masalah pembangunan di perkotaan
(Kumoratomo, 1999, 97). Hal ini menjadikan partisipasi masyarakat ﬁada
umumnya serta PKL pada khususnya dalam memahami suatu kebijakan seperti

Perda No. 11/2000 menjadi semakin menurun.

24, KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL (VARIABEL X3)
Variabel lingkungan kebijakan Perda No. 11/2000 ini mencakup tentang
karakteristik pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah dan

permasalahannya. Lingkungan PKL dalam konteks kebijakan memiliki kondisi
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tertentu dimana kondls,t atau keadaan di sekitar lingkungan tersebut
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan perda tersebut. Dengan demlklan

karakteristik lingkungan PKL mempunyai hubungan yang erat kaitannya dengan

‘kebijakam pengaturan daiy pembinaan PKL (Chandrakirana, dkk, 1985).

Karalderistik lingkungan PKL ini dipengaruhi oleh lokasi usaha PKL yang
mencakup :
a. Berdasar Lokasi Lahan PKL
1. Lokasi dekat pasar!pertokoan‘
2. Lokasi dekat perumahan
.3. Lokasi dekat sekolah
4. Lokasi dekat perkantoran
5. Lokasi dekattemr;wat ibadah
b. Kondisi Lokasi Lingkungan PKL
4. Tingkat keramaian
2. Tingkat kerawanan {aiulintas
3. Tingkat kerawanan kéjahatan
4. Tingkat kebersihan

5. Tingkat keramahan warga

25. HUBUNGAN KARAKTERISTIK PKL DENGAN PERILAKU PKL
.Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL dapat dijelaskan

bahwa karakteristik PKL seperti tingkat pendidikan PKL yang rendah, modal

usaha yang kecil akan mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000

terutama dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, kewaiiban retribusi,

keamanan dan kelestarian lingkungan kota. Demikian juga sebagian besar PKL '

merupakan PKL bermata pencaharian tetap sebagai PKL. Hal ini membuat para

PKL mempunyai pandangan bahwa mereka mau tidak mau dalam menjalankan
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usahanya seringkali berperilaku tidak mengindahkan hal-hal seperti ketertiban

dan keamanan.

2.6. HUBUNGAN PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000 DENGAN PERILAKU
PKL. ‘

Hubungan pemahaman terhadap isi kebijakan Perda No.11/2000 dengan
perilaku PKL dapat dijelaskan bahwa sema.kir'f paham dan mengertinya para PKL
dalam memahami Perda No.11/2000 maka perilaku PKL tersebut akan
ketertiban, kewajiban retribust, keamanan dan kelestarian lingkungan kota,
Apabila perilaku PKL tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap maka
dengan demikian impiementasi dari Perda No. 11/2000 tersebut membawa segi
positif bagi kelangsungan kehidupan sehar_i—hari di kota Semarang khususnya di
Kecamatan Semarang Tengah. Namun apabila pemahaman mengenai Perdé
No. 11/2000 tersebut tampak masih kurang maka perilaku para PKL terhadap
Perda No. 11/2000 juga akan membawa dampak yang kurang memuaskan.

Dengan demikian pemahaman isi perda merupakan salah satu tolok ukur

dalam implementasi kebijakan Perda No. 11/2000 mengenai pengaturan dan
pembinaan PKL di Semarang. Hal ini menjadikan pemahaman terhadap perda

memiliki hubungan terhadap perilaku PKL.

27. HUBUNGAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN
PERILAKU PKL

Karakteristik lingkungan PKL mempunyai hubungan dengan perilaku PKL
seperti lokasi usaha dan kondisi lingkungan yang rawan akan mempengaruhi
perilaku PKL dalam perilakunya terhadap Perda No. 11/2000. dengan demikian
karakteristik lingkungan PKL yang mempunyai tingkat ketertiban dan keamanan

yang rendah, lingkungan yang ramai, lalu lintas yang rawan, keramahan warga,
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rawan kejahatan, kebersihan yang kurang akan mempunyai dampak terhadap

perilaku PKL.

2.8. HUBUNGAN KARAKTERISTIK PKL, PEMAHAMAN PERDA
‘NO.11/2000, DAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN
PERILAKU PKL.

Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No.11/2000, dan Karakteristik
Lingkungan PKL secara umum mempunyai pengaruh terhadap Perilaku PKL di
Kecamatan Semarang Tengah. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan melihat
karakteristik PKL yang beraneka ragam, tingkat pemahaman terhadap Perda No.
11/ 2000 dan karakteristik lingkungan yang beraneka ragam akan membawa
perilaku PKL kepada perilaku yang negatif atau positif. Dikatakan negatif jika
perilaku PKL tersebut terhadap implementasi Perda No.11/2000 fidak taat dan

patuh yang disebabkan oleh karakteﬁstik PKL, rendahnya pemahaman terhadap

~ perda dan karakteristik Iirigkungan PKL di sekitamya. Namun diharapkan perilaku

PKL adafah mentukuny Pérda No.14/2000 dimana para PKL berfaku lertib dan

menaati semua ketentuan yang ada dalam perda tersebut.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN YANG RELEVAN

Dalam peneliian yang dilakukan oleh Ahmadi Widodo (2000) dalam
tesisnya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilinan lokasi usaha
PKL (studi kasus kota Semaréng) disebutkan bahwa penelitian tersebut
merekomendasikan tentang pedunya penelifian lanjutan mengenai PKL secara
komprehensif. Dengan berdasarkan peneiitian terdahulu tersebut maka penelitian
kali ini akan _membahas mengenai faklor-faklor apa saja yang mempengaruhi
perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 fentang pengaturan dan pembinaan

PKL di Kecamatan Semarang Tengah.
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C. HIPOTESIS

Berdasérkan perumusan masalah dan landasan teori yang telah
dikemukakan, maka penufis dapat merumuskan hipotesis penelitian tersebut
sebagai berikut :

a. Hipotesis1,H 1:

Karakteristk PKL di Kecamatan Semarang Tengah mempunyai

'pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku PKL yang mendukung

Perda No. 11/2000.

. Hipotesis2, H2 :

Pemahaman PKL tentang Perda No. 11/2000 mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap Perilaku PKL di Kecamatan Semarang
Tengah dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Hipotesis 3, H3: |

Karakteristk lingkungan PKL di Kecamatan Semarang Tengah
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku PKL dalam

mendukung kebijakan Perda No.11/2000.

. Hipotesis4,H 4 :

Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/2000, dan Karakteristik

. Lingkungan PKL mempunyai pengaruh signifikan terhadap Perilaku

_ PKL di Kecamatan Semarang Tengah dalam implementasi Perda No.

11/2000.
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Gambar Il.3

GEOMETRICAL MODEL HIPOTESIS

Variabel X1
KARAKTERISTIK

Variabel X2 i -
PEMAHAMAN ) i Variabel
PERDA NO 11/2000 Tergantung

TR TR A A o A
Variabel X3 f W/M
KARAKTERISTIK |#

LINGKUNGAN PKL ";5

Keterangan :

Variabel | X1 : Karakteristik Pedagang Kaki Lima
Variabel Il X2 : Pemahaman Kebijakan Perda No. 11/2000
Variabel 1l X3 : Karakteristik Lingkungan PKL

Variabel Tergantung Y :

Variabel Terpengaruh, Perilaku PKL terhadap kebijakan Perda No. 11/2000 di

Kecamatan Semarang Tengah.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

B. RANCANGAN PENELITIAN

Rancangan peneliian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian

kausal (Ferdinand, 2002,p. 25) yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat.
Sehingga langkah-langkah 'yang dilakukan dalam penelitian kausal adalah
mengideniiﬁkasi hubungan sebab akibat antar variabel, mencar ftipe
sesungguhnya dari fakta untuk membantu memahami dan memprediksi
hubungan, menetapkan pendekatan kausal dar kejadian-kejadian yang
berurutan, d'an mengukur variasi antara penyebab yang diduga dan akibat yang
diduga. Tu;u;n- ;enelitian kausal adalah untuk mengembangkan model hipotesis-
hipotesis yang ada. Sehingga dari model penelitian yang dikembangkan ini,
diharapkan dapat menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar variabel yang
bertujuan memberikan kegunaan dalam bidang kebijakan publik. Dengan
demikian, apabila hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian ini
melalui pengujian hipotesis, maka penelitian ini juga dapat disebut sebagai
penelitian penjelasan (explanétory research) (Singarimbun, 1995, p.5). Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis perilaku PKL terhadap implementasi kebijakan
Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan masalah PKL khususnya dalam
aspek Keberséhan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, dan Kesehatan
Lingkungan Kota di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

Karena kesimpulan data sampel digunakan untuk mengambil kesiﬁpulan
populasi, maka penentuan sampel peru dilakukan. Populasi penelitian ini

mengambil sampel warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai
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pedagang kaki lima (PKL) di sektor informa_[ di daerah Kecamatan Semarang

Tengah.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini lebih difokuskan kepada analisis perilaku PKL terhadap
pelaksanaan kebijakan Perda Pemerintah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000
yang mempengaruhi keberhasilan penanganan masalah PKL. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan latar belakang permasalahan pedagang kaki

lima di Kecamatan Semarang Tengah dengan ruang lingkup pada masalah

perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah.

D. LOKASI| PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian yang berjudul Faktor-faktor Yang
Membengamhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11/2000 di Kecamatan
Semarang Tengah dilakukan di wilayah Kecamatan Semarang Tengah, sebagai
pusat kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih mengingat
terdapatnya sentra kegiatan kota Semarang seperti Pasar Johar, Kantor

Walikota, kawasan Simpang Lima dan beberapa tempat lainnya sebagai pusat

kegiatan publik yang vital.

E. VARIABEL PENELITIAN
1. Klasifikasi Variabel
a. Variabel Bebas
- Karakteristik PKL
- Pemahaman Terhadap Perda No. 11/2000

- Karakteristik Lingkungan PKL
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b. Variabel Tergantung

- Perilaku PKL terhadap Perda No. 11/2000 di Kecamatan
Semarang Tengah.
2. Definisi Konseptual

Konsep adalah unsur dalam penelitian yang terpenting dan

merupakan definisi yang dipakai oiéh para peneliti untuk

menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial ataupun

-fenomena alami (Singarimbun, 1995: 17). Selanjutnya konsep dapat

dipakai untuk menggambarkan berbagai feonomena yang sama.

Dalam penelitian ini, definisi konseptual sesuai variabel yang diajukan

- dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah adalah perilaku
dari pedagang kaki lima dalam perilakunya terhadap pelaksanaan
kebijakan dari tindakan atau proéram dan kebijékan Perda No.
11/2000 Pemerintah Kota Semarang yang sedang atau telah
diterapkan. Perilaku PKL ini mencakup perilaku PKL dalam
kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kelestarian
lingkungan kota.

 b. Karakteristik PKL adalah pelaku kebijakan publik yang didalamnya
. ferdapat dua jenis yaitu pelaku yang menerapkan serta
melaksanakan kebijakan dan sasaran dari kebijakan yaitu PKL,
merupakan suatu institusi publik yang dapat menciptakan dan
menghasilkan sistem kebijakan dalam sistem yang beraku di
lingkungan kebijakan yang diterapkan. Karakteristik pedagang
kaki lima di Kecamatan Semarang Tengah membawa pengaruh

- perilaku PKL terhadap kebijakan pembinaan dan pengaturan PKL

~--—elalui Perda No 11 Tahun 2000 Pemerintah Kota Semarang
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dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki
lima di wilayah Kecamatan Semarang Tengah.

Karakteristik pedagang kaki lima di wilayah kota Semarang
ditinjau dengan indikator kondisi PKL tersebut dengan masukan
data meliputi urnur, jenis kelariin, tingkat pendidikan, jenis usaha,
lokasi usaha, kemampuan modal, lama usaha, dan jam buka

usaha.

. Pemahaman kebijakan merupakan sikap dari masyarakat secara

umum dan terutama dari kalangan PKL pada khususnya untuk
memahami Perda No. 11/2000 dalam kehidupan sehari-hari

sebagai warga Semarang.

. Karakteristk Lingkungan PKL adalah lingkungan beserta

permasalahan dimana kebijakan Perda No. 1172000 tersebut
diterapkan dengan sasaran adatah para pedagang Kaki lima yang
membawa pengaruh dalam Kkeberhasiian pelaksanaan atau
tindakan dari program dan kebijakan yang sedang atau telah
diterapkan yang mempunyai hasil negatif atau positif. Lingkungan
kebijakan juga mencakup berbagai masalah dimana terdapat
peberapa problem yang timbul dari sualu kejadian dengan

melibatkan beberapa faktor-faktor yang saling bertentangan.

3. Definisi Operasional
Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi dalam penelitian
adalah definisi operasional, yang merupakan petunjuk tentang
bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi

operasional dalam suatu penelitian maka dapat diketahui pengukuran
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baik buruknya suatu variabel. Di bawah ini adalah variabel dari

penelitian ini yaitu :

a. Perilaku PKL yang diharapkan dalam Perda No. 11/2000 dapat

diindikasikan melalui :

1.

2.
3.
_ 4,
5.‘

Perilaku PKL dalam menjaga kebersihan
Perilaku PKL dalam hal keindahan kota

Perilaku PKL dalam hal kewajiban retribusi
Perilaku PKL dalam hal ketertiban dan keamanan

Perilaku PKL dalam hal kelestarian lingkungan kota

b. Karakteristik PKL dapat diindikasikan melalui :

1.

= L R

9.

10.

Pekerjaan Tetap
Waktu Usaha
Pengembangan Usaha
Modal usaha
Pendidikan

Harga Terjangkau
Lama usaha

Jenis Kelamin PKL
Usia PKL

Lokasi Uéaha

¢. Pemahaman kebijakan diindikasikan dengan :

1. Pemahaman dalam menjagé kebersinan.

. 2. Pemahaman dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

3. Pemahaman dalam menjaga kelestarian lingkungan.

4. Pemahaman mengenai ketentuan berdégang.

5. Pemahaman dalam kewajiban retribusi.
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G.

ordinal.

d. Karakteristik lingkungan PKL dapat diindikasikan dengan :
1. Tingka't k_ebersihan lingkungan PKL
2. Tingkat keindahan lingkungan PKL
3. Tingkat ketertiban dan keamanan lingkungan
4. Tingkat kelestarian lingkungan kota
5. Tingkat keramaian Iingkum;an
~ Tingkat kerawanan lalulintas
7. Tingkat kerawanan kejahatan

8. Tingkat keramahan warga

JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang dipergunakan pada analisis data adalah data primer dan

sekunder.

1. Data Primer berasal dari Kecamatan Semarang Tengah yang antara

fain terdiri dari data jumlah PKL, hasil pengamatan langsung, jumiah

-penduduk, tingkat penghasilan rata-rata, dan data-data lain yang

menyangkut PKL.

. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa,

serta berbagai sumber relevan lain seperfi Laporan
Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Semarang Tahun 2001
kepada DPRD kota Semarang wmengenai penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala

Kuesioner sebagai suatu instumen penelitan utama dengan
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menggunakan perlanyaan secara terstruktur baik dengan metode tertutup
maupun secara terbuka. Instrumen penelitian ini mempunyai suatu pedoman
atau tata cara‘ sebagai petunjuk dalam mengajukan petanyaan vang akan
diajukan yang akan dinilai dengan suatu skor,

Skala pengukuran yang digunakan daiam peneiitian inf adalah dengan
skala ordinal dari Likert dengan catatan :
“Semakin tinggi nilai atau score merupakan indikasi sikap positif sedangkan nilai
yang rendah menunujukkan sebaliknya”.

Skala pengukuran Likert tersebut bertujuan untuk mengukur konsep yang
telah dirumuskan péda jenjang ordinal menggunakan seperangkat indikator. Jadi
skala pengukuran merupakan kegiatan pemberian nilai atau score yang

merupakan angka pada jawaban atas pertanyaan oleh responden untuk

mendapatkan data yang diperiukan dalam pengujian hipotesa. Dengan demikian

penilaian instrumen itu akan dapat menghasilkan total score bagi setiap
responden.

Dalam memberikan penilaian terhadap jawaban penilaian dalam jawaban
responden tersebut adalah sebagai berikut :

a. Nilai 4 untuk jawaban sangat mendukung/setuju.

b. Nilai 3 untuk jawaban mendukung/setuju.

c. . Nilai 2 untuk jawaban kurang mendukung/kurang setuju.

d. Nilai 1 untuk jawaban tidak mendukung/tidak setuju.

H. POPULAS! DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

1. Populasi Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang mempunyai
pekerjaan tetap sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal

di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang.
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2. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat populasi yang diteliti jumlahnya begitu besar dan tersebar
__di beberapa tempat dengan keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga
maka dalam memperoleh data untuk penelitian ini digunakan suatu

cara sampiing.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara simpel

(;ederhana) yaitu dengan simple cluster random sampling. Ada
beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya
sampel dalam peneliian diantaranya adalah dengan tabel dan
monogram. Dalam penel‘itian ini, teknik pengambilan sampel akan
menggunakan tabel Krejcie dan monogram yang digunakan adalah
monogram Harmy King (Sugiyono, 2001). Krejcie dalam melakukan
‘perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5 %. Sehingga
sampel yang diperoleh mempunyai kepercayaan 95 % terhadap
populasi.

Singarimbun  (1991:149-150) menyatakan bahwa sampel adalah
sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama
dan dianggap bisa mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple cluster random
sémpling, yéitu penentuan responden dilakukan secara acak dimana

‘masing-masing wilayah diambil sampelnya berdasarkan persentase

_besamya populasi secara keseluruhan dengan besamya populasi

‘keseluruhan’ di Kecamatan Semarang Tengah.

Sampel yang diambil sebanyak 81 orang PKL dari sampel populasi

sebanyak 101 PKL di Kecamatan Semarang Tengah dengan
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menggunakan teknik cluster random sampling dari

keseluruhan 912 PKL.

Penentuan jumiah sampel ditentukan dengan beberapa metode,

antara lain dengan menggunakan rumus Rao (1996; 29) :

n = N
1+ N (moe)®
Dimana :
n = jumlah sampel
N = populasi
moe = margin of error max

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah PKL di

PKL pada bulan Agustus 2001 di 9 Kelurahan Kecamatan Serﬁaéang

Tengah yang meliputi :

Tabet 1.1

-wilayah Semarang Tengah adalah sebanyak 912 PKL.

Penentuan Jumlah Persentase Sampel PKL

No. Kelurahan Jumliah PKL Persentase
1. Purwodinatan 295 PKL 3235%
2. Gabahan 90 PKL 9,87 %
3. Kembang Sari 223 PKL 24,45 %
4. Sekayu 29 PKL 3,18 %

5. Pendrikan Kidul 30 PKL 3,29 %
6. Pandan Sari 55 PKL 6,03 %

7. Brumbungan 40 PKL 4,38 %
8. Pekunden 79 PKL 8,66 %
9. Jagalan 71 PKL 7,79 %

Jumlah .
keseluruhan 912 PKI. 100 %
sampel

populasi

.Data_ini berdasarkan data PKL resmi dari Laporan Perkembangan
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Jumiah keseluruhan

912 PKL = 100,00 %

Rata-rata PKL untuk 9 kelurahan

101,33 =101 PKL

~Dengan demikian maka jumlah sampel menurut Rao (1996,) untuk

penelitian ini dengan margin of error sebesar 5% adalah :
n= 101

1 + 101 (5%)?

n = 80,638 =81 PKL

Jadi jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 81 PKL di
wilayah Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, sesual
dengan jumiah sampel hasil perhitungan dengan rumus Rao (1996:
29) dan memenuht jumiah sampel yang representatif karena 2 60.

Dengan berdasarkan hasil perhitungan di atas maka penentuan

jumiah sampel per kelurahan dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel {l11.2
Penentuan Jumlah Sampel PKL
No. Kelurahan Persentase Jumiah Sampel |
1. Purwodinatan 32,35% X81 26 PKL
2. Gabahan 987 % X81 8 PKL
3. Kembang Sari 24,45 % X 81 20 PKL
4.  Sekayu 3,18% X81 2 PKL
5. Pendrikan Kidul 329% X81 3 PKL
6. Pandan Sari 6,03 % X 81 5 PKL
7. Brumbungan 438% X81 4 PKL
8. Pekunden 8,66% X81 7 PKL
9.  Jagalan 779% X 81 6 PKL
Jumiah '
keseluruhan 100,00 % X 81 81 PKL
sampel
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Masing-masing sampel di setiap kelurahan akan diambil pada titik

konsentrasi pedagang yang potensial dalam pelanggaran Perda No. 11/2000.

.. TEKNIK PENGUMPUL AN DATA
Pengumpulan data dilakukan melalui .
a. Kuesioner dengan membagikan kuesioner kepada responden untuk

dijawab dengan cermat dan teliti.

b. Interview Guide/MWawancara langsung dengan beberapa pertanyaan

dengan instrumen kuesioner.

¢. Pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh beberapé

informasi sesuai dengan kenyataan.

J. TEKNIK ANALISIS DATA
Berbagal data yang telah diperoleh dari penelitan baik data primer
maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode :
1. Analisis Kualitatif
Salah satu metode atau teknik yang digunakan adalah metode analisis
kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan berbagai variabel
‘dengan metode kualitatif dengan penjabaran uraian. Analisis kualitatif
merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan
menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang
dapat diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang
tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlutkan penjabaran

uraian yang jelas (Sugiyono, 2002,p. 12).
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2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk mengolah data statistitik untuk mencari

“tingkat korelasi antar variabel dengan menggunakan rumus Koefisisen

Rank ~ Kendall :
T = __ 8
% N (N-1)

Dimana :

-
Il

Merupakan Koefisien korelasi Kendall

=z
1

Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada Xdan Y

S = Jumiah observasi skore untuk semua pasangan

Apabila temyata banyak nilai yang sama pada observasi X dan Y,

maka rumus yang digunakan adalah :

T= S
JYUNWN-D-Tx (N -D-Ty
Keterangan .
Tx = Banyaknya observasi berangka sama dengan tiap kelompok
angka sama péda variabel X
Ty =

Banyaknya observasi berangka sama dengan tiap kelompok

angka sama pada variabel Y

Untuk uji signifikasinya dengan ménggunakan rumus Z test, maka karena

N penelitian lebih besar dari 10, dengan rumus sebagai berikut :

T

7z =
22N +5)
JON(N -1)
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Kemudian harga Z dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada

tidaknya hubungan antara variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila Zo > Zt pada taraf signifikasi 1%, sangat signifikan,
hipotesis ditolak.
b. Apabila Zo > Zt pada taraf signifikasi 5%, signifikan, hipotesis

ditolak.

c. Apabila Zo < Zt pada taraf signifikasi 5%, signifikan, hipotesis

diterima.

Untuk menghitung korelasi antara keempat variabel (variabel

- karakteristik PKL, pemahaman Perda No.11/ 2000, karakteristik
'lingkungan PKL dan perilaku PKL) digunakan metode Kendall

" Coefficent of Concordance W dengan rumus :

S
W=

H%KZ(N-N)-KET

Keterangan :

Koefisien Konkordasi rank Kendall

Jumlah kuadrat deviasi dari mean R]

Banyak himpunan ranking perjenjangan

Banyaknya obyek atau individu yang diberi rangking
Jumlah harga T untuk semua tangking k

1t

w
S
K
N
z

dimana:
— Rj 2
S=ZRj \:Z ]
N

T=Tx1 +Ty2 + Txy

* Rj = Jumiah rangking yang diberikan untuk tiap N obyek

T = korelasi
Jika terdapat angka yang sama datam jumlah yang besar, maka

fumus W periu dikorelasi sebagai berikut
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t = banyaknya observasi dalam suatu kelompok yang memperoleh
angka dalam masing-masing rangking

T = Faktor Korelasi

¥ = mengarahkan kita menjumlahkan semua kelompok angka sama
dalam masing-masing rangking.

- Dimana :

Sedangkan untuk menguii signfikasi konkordansi Kendall tersebut dengan
chi-square atau untuk menguiji signifikasi koefisien konkordansi Kendail
tersebut periu diadakan tes dengan rumus sebagai berikut :

v = Chi-Square
W = Koefisien Konkordansi Kendall

Kemudian hasil perhitungan x% tersebut dikonsultasikan terhadap

harga square dengan debitur = M —1.

a. Jika y® hitung > x? tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan
signifikan atau berarti sebaliknya.

b. Jika %2 hitung < %? tabel, maka hubungan yang ada dinyatakan

 tidak signifikan atau tidak berarti.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A, HASIL PENELITIAN

Péda bah ini akan disajikan hasil penelitian mefalui beberapa pertanyaan
yang diajukan kepada responden. Data diperoleh dengan cara menyebarkan
kuesionér langsung kepada para responden yang bermata pencaharian sebagai
pedagang kaki lima. Jumlah sampel diambil 81 responden dari populasi rata-rata
PKL untuk 9 kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah sebesar 101,

Pada dasamya, Perda No. 11/2000 ini mengatur dan membina para PKL
di Kota Semarang. Perda ini didalamnya antara lain mencakup larangan hagi
PKL untukk mercmbak, menamba.h. mengubah fungsi dan fasilitas lokasi
pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah
tangankan ijin tempat-usaha pedagang kaki lima kepada pihak lain, melakukan
usaha di fuar lokasi PKL yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi
PKL untuk kegiatan tempat tinggal (hunian). Namun seringkali ketentuan tersebut
tidak ‘diindahkan oleh PKL meski telah diupayakan adanya penegakan hukum
dari aparat.

Guna menunjukkan hasil penelitan, maka akan dilakukan deskripsi

distribusi yang meliputi tiga variabel independen, yaitu karakteristik PKL,

pemahaman kebijakan Perda No.11/2000 dan karakteristik lingkungan PKL, serta.

satu variabel dependen yaitu perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah.
Analisis kuantitatif data hasit penelifian ini akan ditampitkan dalam hentuk tabel

silang antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan tabel

58




tunggal dan tabel silang ini diharapkan dapat rﬁemberi gambaran secara
menyeluruh tentang hubungan antar variabel.

Hasil pénelitian juga dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan
rumus statistik Rank Kendall untuk mencaﬁ hubungan antar variabel independen
dengan variabel dependen dari data nominal yang berhasil dikumpulkan dalam
penelitian. Perhitungan Rank Kendall juga menggunakan bantuan Program
SPSS.

A1. [DENTITAS RESPONDEN

Untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terlebih dahulu akan
dilakukan pembahasan desksipsi identitas respoden yang meliputi jenis kelamin,
umur, dan tingkat pendidikan responden dalam pertanyaan pembuka kuesioner.
a. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dilihat dari jenis kelamin respoden temyata jumian responden laki-laki
!e'bih banyak dibanding responden wanita yang bermata pencaharian sebagi
pedagang kaki lima. Perbandingan responden laki-laki dan dengan perempuan
dapat.dilihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1.

Jenis Kelamin Responden

No.|  Jenis Kelamin Responden | Persentase
Laki-laki 48 59.3
2 Wanita a3 40.7
Total 81 100.0

Sumber ; Kuesioner Identitas responden no. a
Dari tabel di atas jumlah laki-laki sebesar 59,3 % responden sedangkan

jumiah wanita sebesar 40,7 %. Responden. Besamya persentase laki-laki

dibandingkan perempuan menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ini adalah jenis
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pekerjaan yang lebih banyak membutuhkan kekuatan fisik daripada kemampuan
_ (skill). Meskipun tidak tertutup kemungkinan wanita untuk masuk ke dalam jenis
pekerjaan ini, namun tetap saja laki-laki lebih dominan dalam jenis pekerjaan ini.
Hal ini pada akhimya memberikan pengaruh terhadap karakteristik PKL dalam
peritakunya mendukung Perda No. 11/2000.
b. UMUR RESPONDEN
Umur responden pada saat penelitian berangsung dibedakan menjadi
dua yakni di bawah 30 tahun serta di atas 30 tahun. Dengan demikian maka

prosentase umur responden dapat diperhatikan pada Tabel IV.2.

Tabel V.2,
Umur Responden
No. Umur Responden | Persentase
1 Di bawah 30 Tahun 41 50.6
2 ) Di atas 30 Tahun 40 49.4
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. b

Dari data di atas maka tampak komposisi umur responden pada saat
penelitian ini berlangsung, dimana 50,6 % responden pada saat ini berumur di
bawah 30 tahun dan sisanya sebesar 49,4% responden di atas 30 tahun. Hal ini
menunjukkan komposisi umur responden cukup berimbang, jadi tidak ada
kelompok usia yang mendominasi responden. Dengan demikian umur responden
dalam kaitannya dengan perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000 tidak terlalu
didominasi oleh umur tertentu.
c. TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN

Tingkat pendidikan respoden hanya dibedakan menjadi tiga kategori
yakni SD, SMP dan SMA. Dengan demikian maka persentase responden pada

kategori tersebut dapat diperhatikan pada Tabel IV.3.
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Tabel IV.3.

Komposisi Tingkat Pendidikan Responden

No. Tingkat Pendidikan Responden | Perseniase
1 Setara SD 44 54.3
2 Setara SMP 22 27.2
3 Setara SMA 15 18.5
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner ldentitas responden no. ¢

Dari tabel di atas diketahui responden yang berpendidikan SD 54,3 %,
berpendidikan SMP 27,2 %, dan selebihnya 18,5 % berpendidikan SMA. Hal ini
menunjukkan bahwa pada jenis pekerjaan ini lebih banyak responden tidak
memiliki basis tingkat pendidikan yang tinggi. Dengan demikian derajat
pemahaman mereka terhadap Perda No.11/2000 masih diragukan.

d. LOKASI USAHA -

Lokasi usaha hanya dibe_dakan menjadi dua kategori yaitu di wilayah
rawan dan_dﬂﬁlgyah aman. Dengan demikian maka persentase responden pada
kategori tersebut dapat diperhatikan pada tabel IV .4 berikut :

Tabel V.4

Komposisi Lokasi Usaha

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Di wilayah rawan 26 3241
2 Di wilayah aman 55 67.9
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner |dentitas responden no. d

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden berlokasi di wilayah rawan
berjumlah 32,1 % responden dan 67.9 % responden di wilayah aman. Hal int

berarti bahwa para responden ini didominasi oleh PKL yang berlokasi di wilayah
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yang cukup aman. Hal ini mengindikasikan bahwa [okasi usaha PKL yang

menjadi responden penelitian ini dapat dikategorikan cukup baik.

e. JENIS USAHA
Komposisi jenis usaha dibedakan menjadi tiga kategori yaitu jenis usaha
konsumsi, jenis usaha jasa dan di luar konsumsi dan jasa. Dengan demikian

maka persentase responden pada kategori tersebut dapat dilihat pada tabel iV.5

berikut :
Tabel [V.5.
Jenis Usaha
No. Jawaban Responden | Persentase
1 Konsumsi 56 69.1
2 Jasa 15 18.5
‘3 Diluar konsumsi dan jasa 10 12.3
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner identitas responden no. e

Dari tabel di atas diketahui bahwa responden dengan jenis usaha konsumsi
berjumlah 69,1%, responden atau dengan jenis usaha jasa , 18,5 % responden
dan sisanya sebesar 12,3% responden di luar konsumsi dan jasa. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam responden ini didominasi oleh PKL dengan jenis
usaha konsumsi, terutama makanan dan minuman, yang tentu saja memberi
kontribusi pada penambahan sampah. Hal ini berarti bahwa peritaku PKL yang

melanggar Perda No.11/2000 sebagian besar berasal dari PKL jenis usaha

konsumsi.
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f. LAMA USAHA
Komposisi lama usaha dibedakan menjadi tiga kategori yaitu di bawah 1
tahun, 1 sampal dengan 3 tahun dan di atas 3 tahun. Dengan demikian maka
persentase lama usaha pada kategori ini dapat ditihat pada tabel |V.6 berikut :
Tabel IV.6.

Komposisi Lama Usaha

No. Lama Usaha Responden | Persentase
1 Dibawah 1 Tahun 17 21.0
2 1 rahun sampai dengan 3 tahun 46 58.8
3 Di atas 3 tahun 18 22.2
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner Identitas responden no. f

Dari .tabel di atas diketahui bahwa responden dengan lama usaha di
bawah 1 tahun berjumiah 21% responden atau dengan lama usaha 1 tahun
sampai dengan 3 tahun berjumlah 56,8 % responden dan sisanya sebesar 22,2%
responden di atas 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam responden ini

didominast oleh PKL dengan lama usaha 1 tahun sampai dengan 3 tahun, berarti

responden adalah PKL yang relatif matang mengingat PKL yang bisa bertahan di'

atas 1 tahun berarti usahanya muiai mapan. Dengan demikian sebagian besar
responden dalam penelitian Ini adalah PKL yang sudah cukup lama melakukan

usahanya dan memperbesar peluang berperilaku melanggar Perda No.11/2000.
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A.2.

PERILAKU PKL

Pembahasan tentang perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah
dipengaruhi oleh banyak variabel, dalam penelitian ini dipilih variabet
karakteristik PKL, pemahaman kebijakan Perda No. 11/2000 dan
karakteristik lingkungan PKL. Dari hasil penelitian dapat diketahui dimana
perilaku ‘PKL di Kecamatan Semarang Tengah diindikasikan dari
kesadaran PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota,
kesadaran PKL membayar retribusi, kesadaran PKL menjaga ketertiban
dan keamanan dan kesadaran PKL menjaga kelestarian lingkungan kota.
Tingkat kesadaran PKL dalam menjaga kebersihan dan keindahan kota
dapét terihat sebagai berikut : 21 % responden menyatakan sering sekali,
27.2 % responden menyatakan sering, 33.3 % responden menyatakan
kadang-kadang dan hanya 18,5 % responden yang menyatakan tidak
pemah menjaga kebersihan lingkungan usahanya. Dengan demikian
dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran responden dalam menjaga
kebersihan lingkungan usaha responJen dapat dikategorikan rendah, hal

ini menunjukkan perilaku PKL yang kurang baik. -

Tabel IV.7
Usaha Menjaga Kebersihan
No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sering Sekali 17 21.0
2 Selalu 22 27.2
3 Kadang-kadang 27 33.3
4 Tidak Pernah 15 18.5
Total 31 100.0

Sumber : Kuesioner No. 1

Untuk mengetahui keseriusan PKL dalam menjaga kebersihan pertu diuji

apakah PKL mau membantu petugas kebersihan dalam usaha menjaga
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kebersihan. Dari hasil penelitian ternyata 25,9 % responden menyatakan
sen"ng sekali, 25,9 % responden menyatakan selalu, 22,2 % responden
menyatakan kadang-kadang dan 25,9 % responden menyatakan tidak
per-—r—léﬁ—rﬁ_temban_tu petugas kebersihan dalam usaha menjaga kebersihan.
Adanya jawaban kadang-kadang dan tidak pemah memerlukan penelitian
lebih fanjut apakah karena keinginan responden sendiri atau karena tidak
adanya petugas kebersihan yang menjatankan tugasnya di lokasi usaha
responden tersebut. Bila alasan kedua yang dipilih, maka pemerintah kota

seharusnya lebih memperhatikan cakupan wilayah Kkerja (working

coverage) bagi petugas kebersihan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel

iv.8.

Tahel IV.8.
Usaha Membantu Petugas Kebersihan
No. Jawaban Responden | Persentase

© 1 Sering Sekali 21 259
2 Selalu 21 259

3 Kadang-kadang 18 222

4 Tidak Pernah 21 25.9
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 2

Disamping itu keseriusan PKL dalam menjaga kebersihan juga terlihat
pada usaha menjaga kebersihan kiosnya masing-masing. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa 14,8 % responden atau menyatakan sering
sekali, 24,7 % responden menyatakan selalu, 43,2 % responden
menyatakan kadang-kadang dan 17,3 % responden menyatakan tidak
pemah menjaga kebersihan kiosnya. Dari data di atas dapat
diinterpretasikan bahwa secara umurﬁ PKL telah memiliki kesadaran
uniuk menjaga kebersihan lokasi usahanya (dari akurnulasi persentase

sebesar 74,1%) meskipun masih terdapat beberapa responden yang tidak
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mau tahu kondisi lokasi usahanya. Hal ini periu penanganan lebih lanjut
dari pemerintah kota, untuk memberikan pengertian dan atau ajakan
persuasif kepada mereka untuk menjaga kebersihan yarg dimuiai dari
kebersihan kios mereka masing-masing. Dengan demikian peritaku PKl
dalam usaha menjagé kebersihan kios dapat dikatakan cukup
mendukung Perda No.11/2000 walaupun masih pertu ditingkatkén lagi.

Data éelengkapnya dapat dilihat pada Tabel [V.S.

Tabel IV.9.
Usaha Menjaga Kebersihan Kios
No. Jawaban Respondan Pearsentase
1 Sefing Sekali 12 14.8
2 Selalu 20 247
3 Kadang-kadang 35 43.2
4 Tidak Pernah 14 17.3
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 3

Sementara itu kesadaran PKL untuk menjaga ketertiban dan keamanan
sebagai indikator perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah dapat
dilihat pada tabel-tabe! di bawah ini. Kemauan PKL untuk berpartisipasi
mengatasi tindak kejahatan yang terjadi di sekitar lokési usaha terlihat
sebagai berikut : 284 % responden menyatakan sering sekali, 17,3 %
responden menyatakan selalu, 30,9 % responden menyatakan kadang-
kédang dan 23,5 % responden menyatakan tidak pemah berpartisipasi
dalam mengatasi tindak kejahatan yang teriadi di lokasi usaha.
Interpretasi dari data di atas adalah bahwa responden tidak ragu-ragu
untuk membantu aparat keamanan untuk mengatasi tindak kejahatan

yang terjadi. Hanya saja yang periu diwaspadai adalah pembatasan-

' pembatasan sampai sejauh mana mereka boleh memperlakukan pelaku

kejahatan yang tertangkap, sebab saat sekarang ini keadilan telah
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berangsur berubah menjadi keadilan jalanan (street justice). Data yang
fengkap disajikan dalam Tabel IV.10.

Tabel V.10,
Partisipasi Mengatasi Tindak Kejahatan

No. Jawaban Rasponden Persentase
1 Sering Sekali 23 28.4
2 Selalu 14 17.3
3 Kadang-kadang 25 309
4 Tidak Pernah 19 235
Total 81 1000

Sumber : Kuesioner No. 4

Kemauan PKL untuk menjaga keterfiban dan keamanan lingkungan
usahé juga dapat diuji, dimana 28,4 % responden menyatakan sering
se;;{i,—_;8;4 %. responden menyatakan selalu, 29,6 % responden
menyatakan kadang-kadang dan 13,6 % responden menyatakan tidak
pernah ikut menjaga .ketertiban dan keamanan lingkungan usaha. Data
tersebut. menunjukkan bahwa sebagian besar responden (86,4 %) telah
memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya ketertiban ' dan
keamanan di lokasi usaha mereka. Perilaku PKL ini dapat dikatakan
cukup baik dalam mendukung Perda No.11/2000. Hal ini sebenarnya
menjadi pembuktian akan komitmen mereka untuk menolak persepsi
masyarakat bahwa kompleks PKL di Semarang Tengah identik dengan
kriminalitas seperti pencurian dan pénadah barang hasil curian. Meskipun
kadang-kadang mereka menyadari bahwa usaha yang mereka lakukan
masih sangat terbatas dan belum memperoleh hasil yang maksimal.

|dentifikasi data lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.1 1. berikut.
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Tabel IV.11.

-~—-——-Jsaha Menjaga Ketertiban dan Keamanan

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sering Sekali 23 28.4
2 Slelalu 23 28.4
3 Kadang-kadang 24 296
4 Tidak Pemah 11 13.6
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 5

Untuk menjaga ketertiban juga perlu diketahui apakah PKL berusaha

tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam menjalankan usahanya,

dimana dari hasil penelitian diketahui bahwa 24,7 % responden

menyatakan sering sekali, 22,2 % responden mehyatakan selaly, 24,7%

responden menyatakan kadang-kadang dan 284 % responden

menyatakan tidak pernah berusaha tidak mengganggu kelancaran lalu
lintas dalam me‘\njalankan usahanya. Interpretasi dari data ini adalah
bahwa responden memiliki pengertian dan berperilaku yang cukup baik
tentang ketertiban lalu lintas, untuk mengeliminir dampak kemacetan lalu
lintas (traffic jam) terhadap lingkungan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu
masih terjadi kemacetan, sepertt pada jam-jam sibuk, hal ini biasa terjadi
karena jalan tempat lokasi PKL tidak terialu besar. Untuk lebih jelasnya

data dapat dilihat pada Tabel [V.12.

Tabel IV.12.

Upaya ‘Il’idak Mengganggu Kelancaran Lalu Lintas
No. | Jawaban Frequency Perseniase
1 Sering Sekali 20 247
-2 Selalu 18 222
3 Kadang-kadang 20 247
4 Tidak Pemah 23 284
Total 81 100.0

Sumber ; Kuesioner No. &
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Selain menjadi indikasi penyebab kemacetan [alu lintas, PKL juga dituduh
menjadi penyebab kefidaknyamanan para pejalan kaki yang melewati
trotoar, untuk itu diuji apakah PKL selalu berupaya untuk tidak
mengganggy pajalan kaki. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa 29,6 %
responden menyatakan sering sekali, 19,8 % responden menyatakan
selalu, 16 % responden menyatakan kadang-kadang dan 34,6%
responden menyatakan tidak pernah berupaya untuk tidak mengganggu
kelancaran lalu lintas. Data tersebut menunjukkan bahwa secara sendiri-
se_ndiri rgsponden yang tidak pemah berupaya tidak mengéanggu
kenyamanan pejalan kaki justru berada di posisi paling atas. Namun
meskipun demikian, total responden yang menjawab sering sekali, selalu
dan kadang-kadang tetap lebih besar (65,4 %) sehingga secara umum
responden dianggap telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam hal
menjaga kelancaran lalu lintas. Untuk data yang lebih jelas teriihat pada
Tabel IV.13.

Tabel V.13,
Upaya Tidak Mengganggu Pejalan Kaki

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sering Sekali 24 29.6
2 Selalu 16 19.8
3 Kadang-kadang 13 16.0
4 Tidak Pemah 28 34.6
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 7

Peraturan untuk tidak menggunakan saluran air atau trotoar termnyata
mendapat sanggahan dari responde'ﬁ. Dari hasil penelitian diketahui
bah\&a 19,8 % responden menyatakan sangat setuju, 18,5 % responden

menyatakan setuju, 38,3 % responden menyatakan tidak sefuju dan 19

23,5 % responden menyatakan sangat tidak setuju jika lahan PKL tidak
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berada di atas saluran air dan trotoar. Data tersebut mengindikasikan
bahwa responden kebanyakan tidak setuju jika ada larangan untuk tidak
mehggunakan saluran air dan trotoar sebagai tempat usahanya,
alasannya mereka tidak punya tempat lain untuk membuka usahanya
yang lebih representatif dan menjanjikan bagi kelancaran usahanya. Hasil
selengkapnya dapat terlihat pada Tabel V.14,

Tabel IV.14.

Lahan PKL Tidak di atas Saluran Air dan Trotoar

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 16 19.8
2 Setuju 15 18.5
3 Tidak Setuju 31 383
Sangat Tidak
4 Setuju 19 235
Total a1 100.0

Sumber : Kuesioner No. 8

Kesadaran responden dalam membayar retribusi yang ditetapkan
pemérintah diuji dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian diketahut bahwa
175““;responden menyatakan sering sekali, 29,6 % responden
menyatakan selalu, 32,1 % responden menyatakan kadang-kadang dan
21 % responden menyatakan tidak pernah membayar retribusi kepada
pemen‘nt_ah.VDengan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar responden telah memiliki kesadaran untuk membayar retribusi
seperti yang disyaratkan oleh pemerintah meskipun terdapat beberapa

responden yang memberikan pemnyataan tidak pemah. Data yang leblh

lengkap tersaji dalam tabel V.15 di bawah ini.
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Tabel IV.15.

Membayar Refribusi
No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sering Sekali 14 17.3
2 Selalu 24 296
3 Kadang-kadang 26 321
4 Tidak Pemah 17 21.0
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 9

Kesadaran responden dalam menjaga kelestarian lingkungan kota juga
periu diuji. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 33,3% responden
menyatakan sering sekali, 18,5 % responden menyatakan selalu, 17,3%
responden menyatakan kadang-kadang dan 30,8% responden
menyatakan tidak pernah berupaya menjaga kelestarian lingkungan kota.
Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat
keengganan dari responden untuk menjaga kelestarian lingkungan kota
terbukti masih‘ banyak responden yang memberikan pernyataan kadang-
kadang dan tidak pemah dalam kuesioner. Data yang lebih lengkap

tersaji dalam tabe! IV.16 di bawah ini.

Tabel iV.16.
Upaya Menjaga Kelestarian Kota
No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sering Sekali 27 333
2 Selalu 15 18.5
3 | Kadang-kadang 14 17.3
4 | Tidak Pernah 25 30.9
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 10
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Ad.

KARAKTERISTIK PKL

Pertanyaan tentang PKL sebagai pekerjaan tetap termyata mendapat
sanggahan dan responden. Dari hasil penelitian tampak bahwa 6,2%
responden menyatakan sangat setuju, 33,3% responden menyatakan
setuju, 29,6% responden menyatakan tidak sethju dan 30,9 % responden
menyatakan sangat tidak setuju untuk memilih PKL sebagai pekerjaan
tetap. Hal ini membuktikan bahwa untuk masa mendatang para
responden yang sekarang bermata pencaharian sebagai PKL masih
mempunyai pemikiran untuk mencari mata pencaharian lain yang
tentunya lebih baik dan segi ﬁnahsial. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada
Tabel IV.17 berikut ini.

Tabel IV.17.
Memilih PKL Sebagai Pekerjaan Tetap

No. Jwaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 5 6.2
2 Setuju 27 333
3 Tidak Setuju 24 - 296
Sangat Tidak
4 Setuiu 25 308
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 10

Adanya peraturan pembatasan waktu usaha tampaknya juga ditentang
oleh responden. Terlihat dari hasil penelitian bahwa 8,6 % responden
menyatakan sangat setuju, 21 % responden menyatakan setuju, 30,9 %
resporiden menyatakan tidak setuju dan 39,5 % responden menyatakan
sangat fidak setuju adanya pembatasan wakiu usaha. Hal ini
menunjukkan bahwa responden menginginkan waktu usahanya tidak

dibatasi oleh pemerintah, kapan mereka harus membuka usahanya dan
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kapan mereka hérus menutup usahanya. Mereka beralasan bahwa rejeki
PKL tidak ditentukan oleh waktu usaha, pada saat apapun rejeki bisa
datang dan mereka harus selalu siap di lokasi usahanya bila perlu 24 jam.

Data untuk itu tersaji dalam tabel IV.18.

Tabsl IV.18.
Pembatasan Waktu Usaha
No. Jawaban Responden | Persentase

1 Sangat Setuju 7 8.6
2 Setuju 17 21.0
3 Tidak Setuju 25 30.9
4 | Sangat Tidak Setuju 32 39.5

Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No, 12
Kemungkinan perkembangan usaha PKL di masa mendatang ternyata
ditanggapi dengan pesimis oleh para responden. Dari hasil penelitian
dikgtahui bahwa 12,3 % responden menyatakan sangat setuju, 17.3 %
responden menyatakan setuju, 38,3 % responden menyatakan tidak
set't-lj‘ﬁﬁd_a_\n 32,1 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa
usaha PKL akan berkembang di masa mendatang. Fakta ini menunjukkan
bahwa responden .menganggap PKL telah mencapai titk puncaknya dan
tidak dapat lagi mengalami perkembangan ke tingkat yang lebih tinggi.
Adanya anggapan itu diharapkan, para responden (PKL) akan mencari
mata pencaharian lain dan kemungkinan akan menurunkan jumlah PKL

yang ada terutama di Kecamatan Semarang Tengah. Data selengkapnya

dapat dilihat pada tabel IV.19.
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Tabel IV.18.
Usaha PKL akan Berkembang di Masa Mendatang

No., Jawaban Responden Persentase
! Sangat Setuju 10 12.3
-2 Setuju 14 17.3
3 Tidak Setuju 3 38.3
4 | Sangat Tidak Setuju 26 32.1
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 13

Pertanyaan selanjutnya bahwa PKL tidak membutuhkan modal besar

juga diprotes oleh para responden. Dari hasil penelitian tedihat bahwa

16% responden menyatakan sangat setuju, 22,2% responden

‘menyatakan setuju, 32,1 % responden menyatakan tidak sefuju dan

298 % respénden menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL tidak
membutuhkan modal besar. Hal ini membukilkan bahwa responden
menganggap modal yang mereka keluarkan untuk usahanya cukup
besal; bagi mereka, ha! ini bisa dipahami mengingat besar kecilnya
modal sangat relatif tergantung pada kemampuan finansial masing-
masing orang. Sebab jumltah yang menurut sebagian orang dianggap

kecil temyata sebagian orang yang lain menganggapnya besar. Data

selengkapnya dapat difihat pada Tabel IV.20 berikut ini.

Tabel IV.20.
PKL Tidak Membutuhkan Modal Besar

Jawaban Responden | Persentase

No.
1 Sangat Setuju 13 16.0
"2 Setuju 18 222
3 Tidak Setuju 26 32.1
4 Sangat Tidak Setuju 24 29.6
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 14
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Pendidikan PKL dalam penalaran seharusnya tidak periu tinggi, demikian
pulalah menurut pendapat responden. Tampak dari hasil penelitian
bahwa 11,1 % responden menyatakan sangat setuju, 22,2 % responden
menyatakan setuju, 32,1 % responden menyatakan tidak sefuju dan
38,6% responden atau menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL
membutuhkan pendidikan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa
responden sadar bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tidak
memerlukan pendidikan formai yang tinggi (menurut mereka paling tinggi
lulusan SMA), karena yang lebih dibutuhkan adalah keahlian spesifik
seperti bengkel, penjahit dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan akan mempengaruhi pemahaman terhadap Perda No.
11/2000 dan perilaku PKL yang cenderung melanggar Perda tersebut,

Data yang lengkap dapat dilihat pada tabel [V.21.

Tabel IV.21.
PKL Membutuhkan Pendidikan Tinggi
No. Jawaban Respondan Persentase

1 Sangat Setuju 9 1141
2 Setuju 18 , 222
3 Tidak Setuju 26 32.1
4 Sangat Tidak Setuju 28 346

Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 15
Permyataan bahwa pendapatan mampu mengembangkan usaha PKL
ternyata disikapi oleh responden dengan skeptis. Terlihat dari hasil
péneiitian bahwa 18,5 % responden menyatakan sangat sefuju, 23,5 %
respoﬁden menyatakan setuju, 27,2 % responden menyatakan tidak
setuju dan 30,9 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa
pendapatan mampu mengembangkan usaha. Hal ini berarti selama ini
lebih banyak usaha yang berpendapatan pas-pasan, tidak untung besar

' tetapi juga tidak merugi. Hal int da'pat dipahami mengingat marjin laba
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yang ditetapkan responden juga tidak tinggi sehingga laba yang mereka

dapatkan pun tidak setinggi toko permanen. Data selengkapnya disajikan

dalam tabel IV.22,

Tabel IV.22.
Pendapatan Mampu Mengembangkan Usaha
No. Jawaban Responden | Persentase

1 Sangat Setuju 15 18.5
2 Setuju 19 23.5
3 Tidak Setuju 22 27.2
4 Sangat Tidak Setuju 25 30.8

Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 16

Harga yang ditetapkan responden yang dianggap iinggi oleh sebagian
masyarakat temyata disangkal oleh responden. Dari hasil penelitian
diketahui bahwa 24,7 % responden menyatakan sangat setuju, 19,8 %
responden menyatakan setuju, 29,6 % responden menyatakan tidak
setuju dan 25,9 % responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa
barang/ jasa yang dijual tidak terjangkau harganya. Hal ini menunjukkan
bahwa selama ini responden merasa harga yang ditetapkan tersebut
seharusnya mampu dijangkau oleh para konsumen mereka, tetapi sekali
lagi faktor relafivitas menjadi faktor penghalang bertemunya kedua kubu
ini. Data selengkapnya terlihat pada tabel 1V.23. berikut ini.

Tabel iV.23.
Barang/Jasa yang Dijual Tidak Terjangkau Harganya.

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Seluju 20 247
2 Setuju 16- 19.8
3 Tidak Setuju 24 29.6
- 4 |Sangat Tidak Setuju 21 25.9
Total 81 100.0

Sumber :Kuesioner No. 17
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Lamanya usaha responden diuji dalam peneliian ini agar diketahui
kermnatangan usaha responden. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 21%
respdnden menyatakan sudah terlalu lama, 21 % responden menyatakan
lama, 27,2 % responden menyatakan tidak teralu lama dan 30,9 %
responden menyatakan sangat baru berdiri dalam hal lamanya usaha. Hal
ini menunjukkan bahwa kelompok responden tersebut sebagian besar
belum terlalu lama dalam berusaha sebagai PKL (kurang dari 5 tahun),
seﬁingga tingkat kemapanan usahanya belum dapat diukur secara pasti

dah terperinci. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel V.24,

Tabel 1V.24.
Lama Melakukan Usaha

No. Jawahan Responden Persentase
1 Sudah Terlalu Lama (Lebih dari 10 tahun) 17 21.0
2 ‘Lama {Kurang dari 10 tahun) 17 21.0
3 Tidak Terlalu Lama (Di bawah 5 tahun) 22 27.2
4 Baru Berdiri (Kurang dari 1 tahun) 25 30.9
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 18

Pertanyaan mengenal bahwa pria lebih dibutuhkan dari wanita, dengan
melihat hasil pene'!itian diketahui bahwa 19,8 % responden menyatakan
sangat setuju, 19,8 % responden menyatakan setuju, 33,3 % responden
menyatakan tidak setuju dan 27,2 % responden menyatakan sangat tidak
setuju bahwa pria lebih dibutuhkan dibanding wanita. Data tersebut
menunjukkan bahwa kebanyakanfe'sponden tidak membatasi gender
untuk masuk ke dalam usaha, tanpa memperdulikan jenis kelamin
asalkan mereka mampu siapa saja bisa masuk ke dalam usaha PKL ini.
Namun wmereka menganggap persaingan antar PKL merupakan
pe.rsaingan “elaki” dimana dunia PKL identik dengan jalan hidup yang
keras yang wanita dianggap kurang mampu menggelutinya. Dari data

tersebut jelas bahwa kecenderungan perilaku PKL yang melanggar Perda
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No. 11/2000 sebagian besar didominasi oleh PKL laki-laki. Data yang
selengkapnya terlihat pada tabel IV.25 berikut ini.
Tabel IV.25.

Pria Lebih dibutuhkan Dibanding Wanita

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 16 19.8
2 Setuju 16 19.8
3 Tidak Setuju 27 333
4 Sangat Tidak Setuju 22 27.2
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 19

Kebutuhan tenaga kerja juga mehjadi sorotan dalam penelitian ini
terutama dari usia dan produktivitasnya. Dari hasil penelitian terlihat
bahwa 19,8 % responden menyatakan sangat setuju, 19,8 % responden
menyatakan setuju, 30,9% responden menyatakan tidak setuju dan
29,6% responden atau menyatakan sangat tidak setuju bahwa dibutuhkan
tenaga kerja dewasa dan produkiif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar responden beranggapan bahwa berapapun usia seseorang asalkan
ada kemauan dan kemampuan pasti bisa bekerja sebagai PKL. Dalam
kenyataannya pun tak jarang kita jumpai PKL yang masih berusia jauh di
bawah dewasa bahkan bisa disebut sebagai usia anak-anak (di bawah 12
tahun). Data untuk itu dapat dilihat pada tabel 1V.26.

Tabel IV.26.

Dibutuhkan Tenaga Kerja Dewasa dan Produktif

No. Jawaban Rasponden Persentase
1 Sangat Setuju 16 19.8
2 Setuju 16 19.8
3 Tidak Setuju 25 30.9
4 Sanaat Tidak Setuju 24 29.6
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 20

Dengan melihat hasil penelitian diketahui bahwa 21 % responden

menyatakan sangat setuju, 25,9 % responden menyatakan setuju, 17,3 %
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Ad.

responden menyatakan tidak setuju dan 35,8 % responden menyatakan
sangat tidak setuju bahwa jenis usaha terkait dengan lingkungan. Data
yang selengkapnya terdihat pada tabel [V.27 berikut ini.

Tabel IV.27.

Jenis Usaha Terkait dengan Lingkungan

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 17 21.0
2 Setuju 21 259
3 Tidak Setuju 14 17.3
4 | Sangat Tidak Setuju 29 358
Total B1 100.0

Sumber : Kuesioner No, 21

PEMARAMAN PERDA No. 11/2000

Indikator yang ketiga untuk mengetahui Perilaku PKL adalah Pemahaman
Perda No.11/2000. Tingkat pemahaman responden akan Perda No. 11/
2000 ini juga diuji oleh penelitian ini. Dari hasil penelitian terlihat bahwa
7.4 % menyatakan sangat setuju, 28,4 % menyatakan setuju, 32,1 %
menyatakan tidak setuju dan 32,1 % menyatakan sangat tidak setuju
bahwa mereka paham isi Perda No. 11/2000. Interpretasi dari data
tersebut adalah bahwa lebih banyak responden yang belum paham isi
Perda No.11/ 2000 daripada yang sudah paham isi Perda tersebut.
Dibuktikan dengan 64,2 % responden menyatakan tidak paham terhadap
Perda No.11/ 2000, hal ini berati usaha pemerintah untuk
mensosialisasikan Perda No. 11/2000 harus lebih ditingkatkan lagi. Data

yang'selengkapnya terlihat pada tébel V.28 berikut ini.
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Tabel IV.28.

Paham Isi Perda No. 11/2000

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 6 7.4
2 Setuju 23 28.4
3 Tidak Setuju 26 321
4 Sangat Tidak Setuju 28 321
Total 81 100.0

Sumber : Kuesicner No., 22
Usaha pemerintah untuk membina dan memberi penyuluhan, akan
terlihat dampaknya terlihat dari hasil penelitian bahwa 9,9 % menyatakan
sangat setuju, 21 % menyatakan setuju, 34,6 % menyatakan tidak setuju
dan 34,6 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa pembinaan dan
penyuluhan menambah ketaatan pada Perda No. 11/2000. Hal ini berarti
bahwa-responden menganggap bahwa pembinaan dan penyuiuhan tidak
banyak berarti pada ketaatan mereka terhadap Perda No. 11/2000,
karena 65,2 % responden menyatakan tidak éetuju terhadap pertanyaan
tersebut. Implikasi hagi pefnen'ntah kota adalah hendaknya permerintah
mencari altemnatif baru untuk meningkatkan ketaatan mereka pada Perda
No. 11/2000, seperti misalnya diadakan lomba-lomba antar PKL atau
menggandeng pihak sponsor u'ntuk mempercantik kios-kios PKL tersebut.

Tabel V.29

Pembinaan dan Penyuluhan Menambah Ketaatan pada Perda No. 11/2000

No. Jawahan Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 8 9.9
2 Setuju 17 210
3 Tidak Setuju 28 3486
4 Sangat Tidak Setuju 28 348
Total 81 100.0

Sumber : Kuesloner No, 23
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Pertanyéan ini menguji keinginan responden terhadap retribusi yang
ditarik oleh pemerintah daerah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 11,1
% menyatakan sangat setuju, 22,2 % menyatakan sefuju, 37 %
mehyatakan tidak setuju dan 29,6 % menyatakan sangat tidak setuju
bahwa setiap usaha PKL wajib membayar retribusi. Hasil tersebut
ménunjukkan bahwa lebin banyak responden yang berkeinginan untuk
tidak wajib membayar retribusi, alasannya retribusi bagi mereka
mengurangi pendapatan setiap hari. Meskipun ada beberapa yang
menyatakan setuju dengan alasan retribusi tersebut mereka anggap
sebaéai uang sewa yang dibayarkan pada pemerintah kota. Data yang
lebih lengkap dapat dilihat pada tabel V.30,
Tabel IV.30.

Setiap Usaha PKL Wajib Membayar Retribusi

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 9 11.1
2 Setuju 18 222
3 Tidak Setuju 30 37.0
1 4 Sangat Tidak Setuju 24 29.6
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 24
Pertanyaan ini sehubungan dengan adanya larangan dalam Perda No.
11/ 2000 untuk tidak berjualan di atas trotoar, bagaimana pendapat
responden terhadap pertanyaan ini. Dari hasil peneiitian diketahui bahwa
11,1 % menyatakan sangat setuju, 28,4 % menyatakan setuju, 24,7 %
menyatakan tidak setuju dan 358 % menyatakan sangat tidak setuju
bahwa PKL di trotoar adalah pelanggaran Perda No. 11/2000. Data ini
befarti sebagian besar responden (60,5 %) berpendapat bahwa berjualan
trotoar bukan pelanggaran Perda No. 11/2000, alasan mereka trotoar

adalah satu-satunya tempat yang bisa mereka gunakan untuk usaha. Ini
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juga menunjukkan ketidak pahaman mereka pada Perda No. 11/ 2000.
Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabe! [V.31.
Tabel IV.31.

PKL di Trotoar Melanggar Perda No. 11/2000

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Setuju 9 11.1
2 Setuju 23 284
3 Tidak Setuju 20 24.7
4 Sangat Tidak Setuju 29 35.8
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 25
Daiam penelitian ini responden juga dimintai pendapat te'ntang
pemyataan mendirikan tempat usaha di tempat larangan mengganggu
keindahan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 16 % menyatakan
saﬁgat setuju, 11,1 % menyatakan setuju, 38,3 % menyatakan tidak
setujﬁ dan 34,6 % menyatakan sangat tidak setuju bahwa mendirikan
tempat usaha di tempat larangan mengganggu keindahan. Data tersebut
menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang berpendapat bahwa
mendirikan usaha di tempat larangan tidak mengganggu keindahan
selama tempat usaha mereka tertata dengan rapi dan selalu terlihat
bersih. Meskipun tak jarang dijumpai PKL yang berada di tempat larangan
justru kumuh, tidak tertata dan kotor. Data yang lebih lengkap dapat
dilihat pada tabel IV,32.
Tabel 1V.32.

Mendirikan Tempat Usaha di Tempat Larangan Mengganggu Keindahan

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 13 16.0
2 Setuju 9 111
3 Tidak Setuju 31 38.3
4 Sangat Tidak Setuju 28 34.6
Total . 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 26
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Untuk pertanyaan ini diujilkan pemahaman responden tentang
koritribusinya menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usaha. Dari
hasil penelitian diketahui bahwa 12,3 % menyatakan sangat setuju, 22,2
%.menyatakan setuju, 32,1 % menyatakan tidak setuju dan 33,3 %
menyatakan sangat tidak setuju bahwa PKL berkewajiban menjaga
keamanan dan ketertiban lingkungan usaha. Hal ini berarti bahwa
responden belum mlemiliki pemahaman tentang kontribusinya dalam
menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan usaha, ini ditunjukkan
dengan sebagian besar responden (654 %) menyatakan tidak setuju
bahwa PKL berkewajiban menjaga ken;ananan dan ketertiban lingkungan
Tabel IV.33.

Berkewaijiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Usaha

No. Jawaban Responden Perseniase
1 Sangat Sefuju 10 123
2. Setuju 18 222
3 Tidak Setuju 26 32.1
4 Sangat Tidak Setuju 27 33.3
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 27
Pertanyaan ini menguji pemahaman responden tentang kewajiban
mereka menjaga kebersihan lingkungan usaha. Dari hasil pene!itian
diketahui bahwa 13,6 % menyatakan sangat setuju, 22,2 % menyatakan
setuju, 32,1 % menyatakan tidak setuju dan 32,1 % menyatakan sangat
tidak setuju bahwa setiap usaha PKL wajib menjaga kebersihan
lingkungan usaha. Data tersebut menunjukkan bahwa 64,2 % responden
justru tidak setuju bahwa mereka berkewajiban menjaga kebersihan
lingkungan usaha. Sebab menurut merekal retribusi yang mereka

bayarkan termasuk di dalamnya adalah uang kebersihan, jadi
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pemerintahlah yang memiliki kewajiban menjaga kebersihan lingkungan.
Halini-patut menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membenarkan
persepsi PKL ini—,’ karena kebérsihan lingkungan adalah tanggung jawab
kita bersama-sama. Data ini dapat dilihat pada tabel 1V.34.

Tabel IV.34.

Bekewajiban Menjaga Kebersihan Lingkungan Usaha

No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Setuju 11 13.6
2 Setuju 18 222
3 Tidak Setuju 26 321
4 Sangat Tidak Setuju 26 32.1
Total 81 100.0

S_umber : Kuesioner No. 28
Pertanyaan ini merupakan uji kepahaman responden pada pemahaman
tentang kelestarian lingkungan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa
19,8% menyatakan sangat paham, 16 % menyatakan paham, 28,4 %
menyatakan tidak paham dan 35,8 % menyatakan sangat tidak paham
terhadap larangan berjualan merupakan usaha menjaga kelestarian
lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih belum
memahami pentingnya kelestarian lingkungan, dan menganggap
larangan tersebut dibuat-buat oleh pemerintah untuk mencari alasan
ditariknya retribusi. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel [V.35.
Tabel IV.35

Larangan Berjualan Di Tempat Tertarang

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Paham _ 16 19.8
2 Paham 13 16.0
3 Tidak Paham 23 28.4
4 Sangat Tidak Paham 25 35,8
Total B1 100.0

Sumber : Kuesioner No. 29
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A.5.

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL

Indikator keempat untuk mengetahui pgﬁlaku PKL adalah karakteristik
lingkungan PKL. Untuk itu periu diuji secara mendetail. kondisi lingkungan
usaha PKL. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 13,6 % menyatakan
sangat kotor, 14,8 % menyatakan kotor, 35,8 % menyatakan bersih dan
35,8 % menyatakan bersih sekali terhadap kondisi lingkungan usahanya.
Hal ini menunjukkan bahwa PKL telah memiliki kesadaran tentang kondisi
Iingkungan usahanya, atau dimungkinkan mereka belajar dari
pengalamén bahwa konsumen ﬁanya mau berbelanja di tempat yang
bersih sehingga untuk menarik konsumen mereka harus menjaga tempat
usahanya agar tampak selalu bersih. Dengan demikian jelas hahwa
kondisi lingkungan yang bersih dapat mempengaruhi perilaku PKL untuk

menjaga kebersihan di sekitarnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada

tabel IV.36.
Tabel IV.36.
Kondisi Lingkungan Usaha
No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Kotor 11 13.6
2 Kotor 12 14.8
3 Bersih ' 29 . 358
4 Bersih Sekali 29 35.8
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 30
Dari hasil penelitian pada tabel IV.37 diketahui bahwa 13,6 % responden
menyatakan sangat sefuju, 24,7 % menyatakan setuju, 34,6 %
menyatakan tidak setuju dan 27,2 %ﬂmenyatakan sangat tidak setuju
bahwa PKL di atas saluran air merusak lingkungan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa sebagian besar PKL (61,8 %) berpendapat bahwa

PKL di atas saluran air tidak merusak lingkungan selama sampah yang
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dihasilkan tidak dibuang ke dalam saluran air. Namun pada prakteknya
tetap banyak PKL yang membuang sampah ke dalam saluran air, ini tentu
saja sangat berbahaya bagi lingkungan sekitamya. Data ini dapat dilihat
pada tabel V.37,

Tabel IV.37.

PKL di atas Saluran Air Merusak Lingkungan

No. Jawaban ‘Responden Persentase
1 Sangat Setuju 11 136
2 Setuju 20 247
3 Tidak Setuju 28 346
4 Sangat Tidak Satuju 22 27.2
' Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 31
Dari hasil penelitian pada tabel IV.38 diketahui bahwa 14,8 % responden
menyatakan sangat setuju, 17,3 % responden menyatakan setuju, 29,6 %
responden menyatakan tidak setuju dan 38,3 % responden menyatakan
sangat tidak setuju bahwa keamanan dan ketertiban lingkungan tidak
perlu- dikhawatirkan. Dengan demikian sebagian besar responden
tampaknya mengkhawatirkan keamanan dan ketertiban lingkungannya
terutama terhadap ulah warga di sekitarnya seperti di dekat sekolah yang
sering tawuran, sementara di lokasi yang sepi mereka sering dipungut
oleh pungutan liar dari para preman. Kekhawatiran ini dapat
mempeﬁgaruhi perilaku PKL yang negatif terhadap Perda No.11/2000.
Tabel IV.38.

Keamanan dan Keterliban Lingkungan Tidak Perlu Dikhawatirkan

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Setuju 12 14.8
2 Setuju 14 17.3
3 Tidak Setuju 24 296
4 Sangat Tidak Setuju 31 38.3
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No, 32
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Dati hasil penelitian pada tabel IV.39 dapat diketahui bahwa .12,3 %
responden menyatakan sangat setuju, 19,8 % responden menyatakan
setuju, 25,9 % responden menyatakan tidak setuju dan 42 % responden
menyatakan sangat tidak setuju bahwa lingkungan cocok untuk usaha.

Hal ini beralasan mengingat tempat usaha mereka tampaknya agak

memaksakan diri seperti menyempil di sudut jalan, di atas saluran air, di

pinggir taman, di sudut gedung instansi kantor, sekolah, dan rumah warga
serta seenaknya mendirikan tempat usaha di trotoar.
Dari data tersebuf sebenarnya dapat diketahui bahwa dengan lingkungan
yang tidak cocok untuk usaha tersebut maka dapat diupayakan agar para
PKL yang melanggar ﬁei’untukan lahan seperti dalam Perda No.11.2000
agar memindahkan lokasi usahanya ke tempat lain.

Tabel IV.39.

Lingkungan Cocok Untuk Usaha

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Setuju 10 12.3
2 Setuju 16 19.8
3 Tidak Setuju 21 25.9
4 Sangat Tidak Seiuju 34 42.0
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 33
Dari hasil penelitian pada tabel IV.40 di bawah ini diketahui bahwa 14.8 %
re§pondén menyatakan sangat setuju, 8,6 % responden menyatakan
setuju, 40,7 responden % menyatakan tidak setuju dan 35,8 %
responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa situasi lalu lintas
rawan kecelakaan. Hal ini menyatakan bahwa lingkungan di sekitar PKL
cukup lancar dan aman arus lalu lintasnya. Kondisi lalu lintas yang lancar
dan tertib ini diharapkan mempengaruhi perifaku PKL dalam mendukung

Perda No.11/2000.
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Tabel IV.40.

Situasi Lalu Lintas Rawan Kecelakaan

No. Jawaban Responden Persentase
1 Sangat Setuju 12 14.8
2 Setuju 7 8.6
3 Tidak Setuju 33 40.7
4 Sangat Tidak Setuju 29 35.8
Total 81 100.0

Sumber : Kuesioner No.34

Dari hasil penelitian pada tabel IV.41 di bawah ini diketahui bahwa 11,1 %

responden menyatakan sangat setuju, 23,5 % responden menyatakan
setuju, 37 % responden menyatakan tidak setuju dan 28,4 % responden
menyatakan sangat fidak setuju bahwa kondisi tempat usaha rawan

kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi ingkungan

-PKL tersebut cukup aman dan berpengaruh terhadap perilaku PKL yang

diharapkan dapat mendukung Perda No.11/2000.
| Tabel IV.41.

Kondisi Tempat Usaha Rawan Kejahatan

No. Jawaban Responden Perseniase
BN Sangat Rawan 9 11.1
2 Rawan 19 235
3 Tidak Rawan 30 7.0
4 Tidak Pernah Terjadi Kejahatan 23 284
Total - 81 100.0

Sumber : Kuesioner No. 35
Dari hasil penelitian pada tabel IV.42 di bawaﬁ ini diketahui bahwa 18,5
% responden menyatakan sikap warga sangat ramah, 13,6 % responden
ményatakan ramah, 22,2 % responden menyatakan tidak ramah dan 45,7
% responden menyatakan sangat tidak ramah terhadap sikap warga pada
PiL.. Melhat hasil terssbut tampaknya banyak warga di sekitar PKL
bersikap tidak ramah di beberapa lokasi tertentu, hal ini disebabkan

karena lokasi usaha PKL terletak tepat di depan rumah warga, toko
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B.

sehingga sikap warga di sekitamya menjadi dingin dan apatis terhadap
keberadaan PKL. Hal ini menunjukkan bahwa responden beranggapan
bahwa masyarakat kurang bisa menerima keberadaan mereka di fokasi
usaha, kemungkinan karena dampak negatif yang mereka hasitkan,
seperti sampah dan kebisingan. Dengan demikian akan menjadikan PKL
cenderung berperilaku apatis' terhadap Perda No.11/2000 karena warga

di sekitamya tampak tidak peduli.

Tabel V.42,
Sikap Warga Terhadap PKL
No. Jawaban Responden | Persentase
1 Sangat Ramah 15 18.5
2 Ramah 11 13.6
3 Tidak Ramah 18 222
4 Sangat Tidak Ramah T 37 45,7
Total 81 100.0

Sumber_: Kuesioner No. 36

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis hasil penelitian ini ékan dititik beratkan pada pembahasan uji

validitas dan réliabilitas serta hubungan antara dua variabel dan hubungan

secara bersama-sama.

B.1.

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Agar hasil analisis leblh lengkap dan akurat di bawah ini disajikan hasil uji
validitas dan reliabilitas. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah
item-item dalam instrumen yang diajukan kepada responden dalam
melakukan penelitian yang dilakukan sudah tepat dan akurat guna
mengukur variabel penelitian. Berdasarkan hasil uji validitas dan

refiabilitas telah menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid dan
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B.2.

reliabel. Hal mi dapat dilihat dengan berdasarkan pads kaidah, apabila
nilai corrected item total correlation se@a nilai Alpha positif dan > r tabel
maka_variabel tersebut valid dan reliabel tetapi jika nilai cotrected item
total correlation serta Alpha tidak positif dan atau < r tabel maka variabel
tersebut tidak valid dan tidak rellabel. Sedangkan untuk data yang dipakat
dalam penelitian ini nilal r tabel didapatkan = 0,219 dan semua nilal r
hitung dan nilai alpha (dalam lampiran) > dari nilai r tabel tersebut, maka
semua data yang digunakan valid dan reliabel. Untuk mengetahui sacara
lebih detail dapat dilihat pada daftar uji validitas dan reliabilitas dalam

lampiran penelitian ini.
KATEGORISASI VARIABEL PENELITIAN

Berdasarkan dan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dideskripsikan/
disajikan dalam data dan masing-masing pertanyaan telah memberikan
gambaran secara menyeluruh tentang kondisi, baik variabel tergantung
maupun varlabel bebas yang diteliti. Selanjutnya untuk melakukan uji
hipotesis, perlu dilakukan kategorisast yang berdasarkan skor masing-
masing responden yang diteliti. Dalam penelitian ini telah diajukan tiga
vanabel bebas yaitu karakteristik PKL, pemahaman Perda No. 11/ 2000
dan karakteristik lingkungan PKL, sedangkan variabel terikatnya adalah

perilaku PKL. Guha menyusun katégon‘ tersebut maka digunakan rumus

=R
K
Dimana:
l = interval Kelas
'R = skor tertinggi - skor terendah
K = jumtah kelas
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PERILAKU PKL

Hasil penelitian yang tglah ditakukan yang mewakili variabel perilaku PKL
terdapat 10 pertanyaan, dan 10 pertanyaan tersebut akan dilihat nilai
tertinggi dan nilai terendah dan selanjutnya akan dibuat menjadi 4
(empat) kategori. Apabila nilai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. V.43
! Kategorisasi Variabel Perilaku PiKL
No. Keterangan Responden Persentase

1 Sangat Baik 10 12.3
2 Baik 25 30.9
3 . Tidak Baik 40 404
4 Sangat Tidak Baik 6 74

81 _ 100.0

Sumber ; Data yang diolah, 2002

Hasil penelitian terhadap perilaku PKL menunjukkan bahwa terdapat 12,3
% yang menyatakan bahwa perilaku PKL ternyata sangat baik,
sedangkan 30,8 % menyatakan bahwa perilaku mereka baik kemudian
49,4 % menyatakan bahwa 'pen'[aku.PKL tidak baik sementara 7,4 %
menyatakan bahwa perilaku PKL sangat tidak baik. Dari distribusi di atas
dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 56,8 % bahwa perilaku PKL

masuk datam kategori tidak baik.
KARAKTERISTIK PKL

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam kuesioner yang
mewakili variabel karakteristik PKL terdapat 11 pertanyaan. Dari 11
pertanyaan tersebut akan dilihat nilai tertinggi dan nilai terendah.

—

Selanjutnya akan dibuat menjadi 4 (empat) kategori.
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Apabila nitai ini disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel. V.44
Kategorisasi Variabel Karakteristik PKL
No. Keterangan Responden Persentase

1 Sangat Baik 4 49
2 Baik 19 23.5
3 Tidak Baik 47 58.0
4 Sangat Tidzak Baik 11 13.6

81 100.0

Sumber ; Data yang diolah, 2002

Dalam hasil penelitian terhadap karakteristik PKL, menunjukkan hahwa
terdapat 4,9 % yang menyatakan bahwa karakteristik PKL ternyata
sangat baik, sedangkan 23,5 % menyatakan bahwa karakteristik mereka
Baik kemudian 58 % menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak baik
sementara 13,6 % menyatakan bahwa karakteristk PKL sangat tidak
balk. Dan distnibusi di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 72,6

% bahwa karakteristik PKL masuk dalam kategori tidak baik.

PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000

Hasil penelitian yang mewakili variabel pemahaman Perda No. 11/2000
terdapaf 8 pertanyaan. Dari 8 pertanyaan tersebut akan dilihat nilai
tertinggi dan nilai terendah dan selanjutnya akan dibuat menjadi 4
{empat) kategori. Apabila nilal ini disebar pada 4 kategori maka hasiinya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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5.3

Tabel. IV.45

Kalegorisasi Vaiiabel Pemahaman Terhadap Perda No. 11/2000

iNo. eterangan Responden Fersentase
1 Sangat Baik 7 8.6
2 Raik 11 13.6
3 Rendah 47 58.0
4 Sangat Rendah 18 ‘ 108
g1 100.0
Sumber: Datg yang diclah, 2002

Hasil penciitian teradap pemahaman Perda No. 11/2000 menunjukkan
bahwa terdapat 8,6 % responden yang menyatakan balwa pemahaman
mercka temyata sangat baik, sedangkan 12,6 % menyatakan bahwa
pemahaman mereka balk kemudian 58 % menyatakan bahwe
pemahaman Perda No. 11/2000 rendah sementara 18,8 % menyatakan
bahwa pemahaman mereka sangat rendah. Dari distribusi di atas dapat
diinterpretasikan bahwa terdapat 77,8 % pemahaman Perda l\;[o- 1172000

yang termasuk dalam kategori rendah.

KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam kuesicner yang mewakiti
variabel karakteristix lingkungan PKL terdapat 7 pertanyaan, dan 7
pertanyaan terscbut akan dithat nilai teftinggi dan nilai terendsh.
Selénjutnya akan dibuat menjadi 4 (empat) kategor. Apabila nilai ini
disebar pada 4 kategori maka hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah

ini
Ihhka
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B.3.

Tabel. V.46
Kategorisasi Variabel Karakteristik Lingkungan PKL

No. Keterangan Responden Persentase
1 Sangat Baik 7 8.6
2 Baik 9 11.1
3 Tidak Baik 438 59.3
4 Sangat Tidak Baik 17 21.0
81 100.0

Sumber : Data yang diolah, 2002

Dari hasil penelitian terhadap karakteristik lingkungan PKL menunjukkan
bahwa terdapat 8,6 % yang menyatakan bahwa karakteristik lingkungan
PKL temyata sangat baik, sedangkan 11,1 % menyatakan bahwa
karakteristik lingkungan mereka baik kemudian 59,3 % menyatakan
bahwa karakteristk lingkungan PKL tidak baik sementara 21 %
menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL sangat tidak baik., Dari
distribusi di atas dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 80,3 % bahwa

karakteristik lingkungan PKL masuk datam kategori tidak baik.

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL PENELITIAN DENGAN CROSSTAB

Setelah uji validitas dan reliabilitas dilakukan dan telah memenuhi syarat

untuk dilakukan Uji Non Parametrik Rank Kendall, untuk memperjelas hubungan

antar variabel penelitian yaitu antara vanabel bebas dan variabel tenkat

digunakan tabel silang yang dihitung dengan menggunakan crosstabulations dari

program SPSS.

1.

HUBUNGAN KARAKTERISTIK PKL DENGAN PERILAKU PKL

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku

PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal

94




ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 74,5 %
responden menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak bafk akan
menyebabkan perilaku PKL yang tidak balk. Hal ini juga dikuatkan
dengan pendapat 68,4 % responden menyatakan bahwa karakteristik
PKL yang balk akan menyebabkan perilaku PKL yang bak puia.
Berdasarkah tabel silang diketahul bahwa terdapat 23,4 % yang
menyatakan karakteristik PKL yéng tidak balk akan menghasilkan
perilaku PKL yang baik. Dengan berdasar pada hasil pengamatan di
lapangan, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena terdapat beberapa
faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar vanabel karaktenstik
PKL, misalnya rasa setia kawan antar sesama PKL. Untuk mengetahui

secara detail dapat dililiat pada tabel V.47 berikut ini.

Tabel V. 47

Crosstabulation Hubungan Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL

PERILAKU KARAKTERISTIK PKL | o
PKL  --~—gangat Baik Baik Tidak Baik Sa“ﬁ: idak
Sangat Baik 4 > 1 10
100.0 % 26.3 % 21 % 12.3 %
Baik 13 11 1 25
8.4 % 23.4 % 9.1 % 30.0 %
. ) 1 35 4 ' 40
Tidak Baik 53% | 745% 36.4 % 49.9 %
Sangat Tidak - 8 2]
balk 54.5 % 74%
ol 2 19 47 11 81
100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0% 100.0%

Sumber : Lampiran 6

Untuk mengetahui derajat signifikansi pada taraf 95 % bahwa harga tabel adalah

1,96 sedangkan dari hasil perhitungan Z Score didapat koefisien sebesar

3,268484637, hasil ini membuktikan bahwa Z hitung lebih besar daripada £ tabel
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(3,268484637 2 1, 96). Dengan demikian hasil ini dabat dimaknai bahwa terdapat
hubungan antara karakteristik PKL dengan perlaku PKL. Tabe! berikut
menunjukkan hasil perhitungan secara lebih detail.

Tabel IV. 48

Signifikansi Z-Score

Keterangan Nilai
Kendall 0,711
Penyebut 0,217532
Harga Z hitung 3,268484637
Harga Z tabel (95 %) 1,96

Sumber ; Data yang diolak

HUBUNGAN PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000 DENGAN PERILAKU
PKL

Dari hasit pengujian hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000
dengan penlaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyal
hubungan yang lemah. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81
responden ternyata 57,4 % responden menyatakan bahwa pemahaman
Perda No. 11/2000 rendah akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak
baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 455 % responden
menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 yang baik akan
menyebabkan perilaku PKL yang bak pula. Berdasarkan tabel silang
diketahui bahwa masih terdapat 29,8 % yang menyatakan pemahaman
yang tidak baik akan menghasilkan pen'laku'PKL yang baik. Besarnya
bias ini membuktikan lemahnya hubungan antara pemahaman Perda No.
11/2000 dengan perilaku -PKL. Untuk mengetahul secara detail dapat

dilihat pada tabel [V.49 berikut ini.
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Tabel IV. 49

Crosstabs Hubungan Pemahaman Perda No. 11/2000 dengan Perilaku PKL

PERILAKU PEMAHAMAN PERDA NO. 11/2000 | o
PKL Sangat Baik Baik Tidak Balk °a“9ba;.lg'da"'
Sangat Baik 5 2 3 , 10
71.4% 8.2 % 8.4% 12.3 %
Baik 2 5 14 4 25
28.6 % 45.5 % 20.8 % 25.0 % 30.9%
Rendah 4 7 9 40
36.4 % 57.4 % 56.3 % 49.4 %
Sangat 3 3 5
Rendah B.4 % 5.5 % 7.4%
‘ 7 11 a7 i1 31
Total
ota 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0%

Sumber : Lampiran §

Untuk menéetahul derajat signifikansi pada taraf 95 % bahwa harga tabel adalah
1,96 sedangkan dari hasil perhitungan Z score didapat koefisien sebesar
1,88478017, hasil ini membuktikan bahwa Z hitung lebih kecil daripada Z tabel
(1,884780“!7 = 1,§6). Dengan demikian hasil ini dapat diketahui bahwa terdapat
hubungan yéng lemah antara variabel pemahaman Perda No. 11/2000 dengan

perilaku PKL. Tabel V.50 berkut menunjukkan hasit perhitungan secara lebih

detail.

Tahel iV. 50

Signifikansi Z-Score

Keterangan Niiai
Kendall 0,410
Penvebut 0.217532
Harga Z hitung 1.88478017
Harga Z tabel (95 %) 1,96 I

Sumber : Data yang diolah
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HUBUNGAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN
PERILAKU PKL

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik fingkungan PKL
dengan _pen'laku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai
hubungan yang kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81
responden temyata 56,3 % responden menyatakan bahwa karakteristik
lingkungan PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak
baik. Ini juga dikuatkan dengan pendapat 55,6 % responden menyatakan
bahwa karakteristik lingkungan PKL yang baik akan menyebabkan
perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabet silang diketahui bahwa
terdapat 5,9 % yang rﬁenyatakan pemahaman yang sangat tidak baik
akan menghasilkan perilaku PKL yang sangat baik. Hal ini lebih
dikarenakan faktor di luar karakieristik lingkungan PKL, seperti misalnya
sifat masing-masing individu PKL. Untuk fnengetahui secara detail dapat
dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 51

Crosstabs Hubungan Karakteristik Lingkungan PKL. dengan Perilaku PKL

. KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL
PERIAKU . ) . . Sangat Tidek | o
PKL Sangat Baik Baik | Tidak Baik baik
5 3 ] 1 10
Sangat Balk 714 % 33.3 % 2.1% 5.9 % 12.3 %
Baik 2 5 17 1 25
28.6 % 55.6 % 35.4 % 5.9 % 30.9 %
. . 1 27 12 40
Tidak Baik 11.1% 56.3 % 70.6 % 49.4 %
Sangat Tidak . 3 3 6
Baik 6.3% 17.6 % 7.4 %
7 g 47 11 81
Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0%

Sumber : Lampiran 6

98




C.

Untuk mengetahui derajat signifikansi pada taraf 95 % bahwa harga tabel
adalah 1,96 sedangkan dari hasil perhitungan Z score didapat koefisien
sebesar 2,418035048, hasil ini membu]dikan bahwa Z hitung lebih besar
daripada Z tabel (2,418035048 = 1.,96). Dengan demikian hasil ini dapat
dimaknai bahwa terdapat hubungan antara variabel karakteristik
Iingkungan PKL dengén perilaku PKL. Tabel berikut menunjukkan hasil
perhftungan secara iebih detail. |

Tabel IV. 52
Signifikansi Z-Score

Keterangan Nilai
Kendall 0,526
Penyebut 0,217532
Harga Z hitung 2,418035048
Harga Z tabel (85 %) 1,86

Sumber : Data yang diolah

HUBUNGAN ANTAR VARIABEL DENGAN KENDALL'S TAU B

Untuk menguji hipotesis digunakan data nominal dari hasil jawaban

responden penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan

rumus Rank Kendall yang dikeriakan dengan program SPSS. Hasil perhitungan

dapat teriihat padé tabel-tabel dibawabh ini.

C.1.

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PKL DENGAN PERILAKU
PKL

Dari hasil perhitungan statistik rank Kendall non parametric correlation
diperoleh hasil adanya korelasi antara karakteristik PKL dengah perilaku
PKL. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan tabel silang yang telah
dikemukakan di depan. Koefisien korelasi 0,544, yang dalam perhitungan
tabel silang menghasikan angka 0,434 jadi terdapat korelasi. Hasil
perhitungan dengan program SPSS ini dapat dilihat dalam tabel di bawah

ini.
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Tabetl V. 53

Correlations Hubungan antara Karakteristik PKL dengan Perilaku PKL

c.2.

PERILAKU PKL

dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV, 54

Correlations

* Correlation is significant at the .01 lavel (2-tailed).

PERILAKU| KARAKTERISTIK

_ PKL PKL
‘ Correlation e

Kendall's tau_b PERILAKU PKL Coefficient 1.000 544
Sig. (2-tailed) . 000

N 81 81

KARAKTERISTIK Correlation w
PKL Coefficient 544 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .
N 81 81

HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN PERDA NO.11/2000 DENGAN

Dari hasil perhitungan statistik rank Kendall non parametric correlation
diperoteh hasil tidak adanya korelasi antéra pemahaman Perda No. 11/
2000 dengan perilaku PKL. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan
tabe! silang yang telah dikemukakan di depan. Koefisien korelasi 0,160,
yang dalam perhitungan tabel silang menghasikaﬁ angka 0,147 jadi tidak

terdapat korelasi. Hasil perhitungan dengan program SPSS ini dapat

Hubungan antara Pemahaman Perda No.11/2000 dengan Perilaku PKL

PERILAKU PE";‘,@S’S&’\N
PKL
NO.11/2000
. Correlation
Kendall's tau_b PERILAKU PKL 5 e cane 1.000 160
Sig. (2-tailed) . .054
N 81 81
PEMAHAMAN o ooiovion .
PERDA CosffiGent 160 1.000
NO.11/2000 g
Sig. (2-tailed) .054 ’; X
N 81 31




C‘3‘

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN
PERILAKU PKL

Dari hasil perhitungan statistik rank Kendall non parametric correlation
diperoleh hasil adanya korelasi antara karakteristik lingkungan PKL
dengan perilaku PKL. Hal tersebut sama dengan hasil perhitungan tabel
silang yang telah dikemukakan di depan. Koefisien korelasi 0,476, yang
dalam perhitungan tabel sitang menghasikan angka 0,483 jadi terdapat
korelasi. Hasil perhitungan dengan program SPSS ini dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini.

| Tabel IV. 55

Correlations

.Hubungan antara Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL

PERILAKU KARAKTERISTIK
PKL LINGKUNGAN PKL
Kendall's Correlation "~
tau b PERILAKU PKL Coeficient 1.000 478
Sig. (2-tailed) . 000
N 81 81
KARAKTERISTIK .
Correlation . s
LINGKUNGAN Coefficient 476 1.060
PKL
Sig. (2-taited) oo .
N / 81 &1

w Correlation is significant at the .01 levet (2-tailed).

c4.

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PKL, PEMAHAMAN PERDA
NG.11/ 2000 DAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PKL DENGAN
PERILAKU PKL

Dari hasil perhitungan rank Kendall untuk ketiga variabel vyaitu variabel
karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/ 2000 dan karakteristik
lingkungan PKL terhadap perilaku PKL temyata ada hubungan yang

signifikan pada taraf uji 5 9% dimana hubungan terkuat adalah variabel
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Karakteristik PKL dengan Perilaku P'KL. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

dari tabel di bawah ini.

Tabel IV.686.

Comrelations

Hubungan antara Karakteristik PKL, Pemahaman Ferda No.11/ 2000 dan

Karakteristik Lingkungan PKL dengan Perilaku PKL

PERILAKU| KARAKTERISTIK PE";‘;E‘SLMN KARAKTERISTIK
PKL PKL Ne T onos | UINGKUNGAN PKL
Kendall's PERILAKU Correlation . "
tau_b PKL Coefficient 1.000 544 160 476
Sig. (2-
MBS 000 054 000
______ _N 81 81 5 81
KARAKTER Correlation e "
e correaton | 544 1.000 074 200
Sig. (2-
S 000 . 373 018
N 81 81 81 81
PEMARAM :
AN PERDA ggggg‘;‘r’: 160 074 1.000 268%™
NO.11/2000
" Sig. (2-
e 054 373 . 001
N 81 81 81 81
KARAKTER
ISTIK Correlation - e P
s UNG oo | 476 200 268 1.000
AN PKL
Sig. (2-
s .000 018 001
N 81 81 81 81

* Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
* Caorrelation is significant at the .05 level (2-tailed).

Dari hasil koefisien uji konkordansi Kendall adalah 0,108, sedangkan Chi

Square tabel untuk tingkat signifikansi 95 % adalah sebesar 7,815 dan

degree of freedom (df = 3). Hasil hitung uji signifikansi Chi Square adalah

26,186 sehingga Chi Square hitung lebih besar dari Chi Square tabel o*

hitung > % tabel). Dari hasil uji korelasi konkordansi Kendall tersebut

telah dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan bersama-sama

antara variabel karakteristik PKL, pemahaman Perda No. 11/ 2000 dan

karakteristik lingkungan PKL. Untuk [ebih jeiasnya dapat ditunjukkan fabel

konkordansi Kendall tersebut di bawah ini :
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Tabel V.57,

Koefisien Konkordansi Kendall's
Hubungan Antara Karakteristik PKL, Pemahaman Perda No. 11/2000 dan
Karakteristik Lingkungan PKIL. dengan Perilaku PKL
(Hubungan Konkordansi Kendall)

N 81
Kendail's Konkordansi -
(W) 0,108
Chi-Square hitung 26,186
Chi-Square tabel (85 %) 7,816
Df 3
Asymp. Sig 0,000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Sumber : Lampiran 7

D. DISKUSI

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku
PKL telah terbukti bahﬁa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini
dapat ditunjukkan bahwa dari jumiah 81 responden temyata 74,5 % responden
menyatakan bahwa karakteristik PKL tidak balk akan menyebabkan perilaku PKL
yang tidak batk. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 68,4 % responden
menyafakan bahwa karakteristik PKL yang balk akan menyebabkan perilaku PKL
yang baik pula. Berdasarkan tabel silang diketahul bahwa terdapat 23,4 % yang
menyatakan karakteristik PKL yang tidak balk akan menghasitkan perilaku PKL
yang baik. Dengan berdasar pada hasil pengamatan di lapangan, kondisl ini
dimungkinkan terjadi karena terdapat beBerapa faktor yang dipengaruhi oleh
faktor—faktor di luar vanabel karaktenstik PKL, misalnya rasa setia kawan antar
sesama PKL

Hal ini dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain 86,4 %
responden memiliki kemauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama
di lokasi usahanya masing-masing (Lihat tabel IV.11). Demikian pula dengan

kewajiban membayar retribusi, meskipun dengan kesadaran yang terpaksa tetapi
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para PKL tetap membayar retribusi sesuai dengan ketentuan pemerintah kota |

(Lihat tabel IV.15). Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank
Kendall yang menunjukkan 0,544 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai
o yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku
PKL sangat tergantung pada karakteristik PKL.

Dari hasil pengujian hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000
dengan perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyal hubungan yang
lemah. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumiah 81 responden ternyata 57,4
% responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 rendah akan
menyebabkan pén‘laku PKL yang tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan
pendapat 45,5 % responden menyatakan bahwa pemahaman Perda No. 11/2000
yang baik akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. Berdasarkan tabel
silang diketahui bahwa masih terdapat 29,8 % yang menyatakan pemahaman
yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik.

Vaﬁabel pemahaman Perda No. 11/2000 temyata memiliki hubungan
yang lemah dengan perilaku PKL dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif,
antara lain 64,2 % responden yang menyatakan ketidak pahaman bahwa
larangan berjualan merupakan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan
(Lihat tabel [V.35). Demikian pula kepemahaman responden tentang Perda No.
11/ 2000 sebanyak 64,2 % responden menyatakan bahwa mereka tidak paham
tentang Perda No.11/ 2000 tersebut (Lihat tabel IVv.28). Dengan analisis
kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank Kendall yang menunjukkan 0,160
dengan signifikansi 0,054, lebih besar dari nilai o yang ditetapkan yaitu 5 %
(0,05) rﬁeskipun tipis.”HaI itu dapat diasumsikan bahwa perilaku PKL fidak
tergantung pada pemahaman Perda No. 11/ 2000.

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik lingkungan PKL

dengan perilaku‘ PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang
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kuat. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 56,3 %
responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL tidak baik akan
menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik. Ini juga dikuatkan dengan pendapat
55,6 % responden menyatakan bahwa karakteristik lingkungan PKL yang baik
akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula.

Variabel karakteristik fingkungan PKL temyata memiliki hubungan yang
erat pula —&én_g_a_n 'periia,ku PKL dapat pula dibuktikan dengan analisa kualitatif,
antara lain 76,5 % responden menolak bahwa di lokasi usahanya sering terjadi
kecelakaan lalu [intas (Lihat tabel 1V.40). Demikian pula dengan penolakan
responden atag pemyataan lokasi usahanya rawan kejahatan sebesar 65,4 %
(Lihat tabel IV.41). Dengan analisa kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank
Kendall yang menunjukkan 0,476 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari nilai
o yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05). Hal itu dapat diasumsikan bahwa perilaku
PKL tergantung pada karakteristik lingkungan PKL.

Variabe[ karakteristk PKL, pemahaman Perda No. 11/2000 dan

karakteristik lingkungan PKL ternyata memiliki hubungan dengan perilaku PKL.

Hat ini ditunjukkan dengan uji konkordansi Kendall (Kendal's W), dimana

. diketahui nilai Kendall's W = 0,108 dengan Chi-Square hitung = 26,186 dan df =

3 sedangkan nilai Chi-Square tabel = 12,8381. Sehingga dapat ditark
kesimpulan bahwa nilai Chi-Square hitung lebih besar dari Chi-Square tabel

(26,186 > 12,8381), ini berarti semua variabel tergantung memiliki hubungan

dengan perilaku PKL.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan tesis ini, dimana peneliti
akan menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Adapun kesimpulan dan
rekomendasifsaran dalam tesis ini adalah sehagai berikut :

A, KESIMPULAN

Peﬁge]olaan PKL di Semarang tidak lepas dari kebijakan publik yang dilakukan
Pemerintah Kota Semarang. Keberadaan PKL menjadi fenomenal, karena pada satu
sisi seringkali sektor ini dianggap mengganggu ketertiban kota, namun pada sisi lain
mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Karakferistik PKL menjadi salah
satu hal yang perlu dicermati. Sebab pada aspek ini seringkali terjadi friksi sosial yang
cukup rentan. Di samping itu, penting bagi Pemkot untuk selalu melakukan sosialisasi
Perda berkaitan dengan PKL, Dalam hal ini Perda No.11/2000. Dari hasil penelitian
yang dilakukan, dengan data ordinal maupun nominal dan analisa kualitatif serta
kuantitatif secara umum dapat ditarik ke;simputan :

Dari haéil pengjujian hubungan antara karakteristik PKL dengan perilaku PKL
telah terbukiti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini‘ dapat
ditunjukkan bahwa dari jumiah 81 résponden ternyata 74,5 % responden menyatakan
bahwa karakteristik PKL tidak baik akan menyebabkan perilaku PKL yang tidak baik.
Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 68,4 % responden menyatakan bahwa

karakteristik PKL yang balk akan menyebabkan perilaku PKL yang baik pula.
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Berdasarkan tabel silang diketahul bahwa terdapat 234 % yang menyatakan
karakteristik PKL yang tidak baik akan menghasitkan perilaku PKL yang baik. Dengan
.berda'sar pada hasil pengamatan di lapangan, kondisi ini dimungkinkan terjadi karena
terdapat beberapa faktor yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar vanabel
karaktenstik PKL, misalnya rasa setia kawan antar sesama PKL
Hal ini dapat pula dibukfikan dengan analisis kualitatif, antara lain 86,4 %
responden memiliki kemauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban terutama di
lokasi usahanya masing-masing (Lihat tabel iV.11). Demikian pula dengan kewajiban
membayar retribusi, meskipun dengan kesadaran yang terpaksa tetapi para PKL tetap
membayar retribusi sesuai dengan ketentuan pemerintah kota (Lihat tabel IV.15). Dari
hasil pengujian hubungan antara pemahaman Perda No. 11/2000 dengan perilaku
PKL telah ferbukti bahwa keduanya mempunyal hubungan yang temzh. Hal ini dapat
ditunjukkan bahwa dari jumlah 81 responden ternyata 57,4 % responden menyatakan
bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 rendah akan menyebabkan perilaku PKL yang
tidak baik. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat 45,5 % responden menyatakan
bahwa pemahaman Perda No. 11/2000 yang baik akan menyebabkan perilaku PKL
yang baik pula. Bérdasarkan fabel silang diketaﬁui bahwa masih terdapat 29,8 % yang
menyatakaﬁ pe.r-r_];;r;an yang tidak baik akan menghasilkan perilaku PKL yang baik.
Variabel pemahaman Perda No. 11/2000 ternyata memiliki hubungan yang
lemah dengan perilaku PKL dapat pula dibuktikan dengan analisis kualitatif, antara lain
64,2 % responden yang menyatakan ketidak pahaman bahwa larangan berjualan
merupakan usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan (Lihat tabel 1V.35). Demikian
pula kepemahaman responden tentang Perda No. 11/2000 sebanyak 64,2 %

responden menyatékan bahwa mereka tidak paham tentang Perda No.11/2000
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tersebut (Lihat tabel 1V.28). Dengan analisis kuantitatif ditunjukkan dengan angka rank
Kendall yang menunjukkfanr 0,180 dengan signifikansi 0,054, lebih besar dari nilai
yang ditetapkan yaitu 5 % (0,05) meskipun tipis. Hal itu dapat diasumsikan bahwa
perilaku PKL cenderung tidak sesuai perda karena kurangnya pemahaman pada

Perda No. 11/ 2000.

Dari hasil pengujian hubungan antara karakteristik lingkungan PKL dengan

perilaku PKL telah terbukti bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini

dapat ditunjukkan bahw]a dari jumlah 81 responden ternyata 56,3 % responden
menyatakan bahwa kaéakt‘eristik lingkungan PKL tidak baik akan menyebabkan
perilaku PKL yang tidak baik pula. Ini juga dikuatkan dengan pendapat 55,6 %
responden menyatakan‘ bahwa karakteristik lingkungan PKL yang baik akan
menyebabkan perilaku PKL yang baik pula. _
Setelah melihat kafian dari pembahasan di Bab IV dari hasil penelitian terhadap 81
responden PKL, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting seperti:
1. Perilaku PKL di Kecamatan Semarang Tengah seperti telah dijelaskan
dalam Bab |V antara lain dalam menjaga kebersihan masih cukup rendah.
Selain itu sebagian besar respondeﬁ (61,8 &) juga tetap bertahan di atas
saluran air dan trotoar. Selebihnya perilaku mereka terhadap lalu lintas,
kewajiban refribusi, menjaga keamanan dan ketertiban dapat dikatakan
cukup haik déngan asumsi tidak ada gejolak lainnya.
2. Karakteristik ‘PKL di Kecamatan Semarang Tengah pada umumnya
berpendidikar; rendah dengan rata-rata usaha yang cukup lama, cenderung
‘berjenis kelamin laki-laki dengan golongan usia yang merata serta modal

usaha yang kecil. Hal ini jelas bahwa perilaku PKL di Kecamatan
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Semarang Tengah tampak erat kaitannya dengan karakteristik PKL

tersebut di mana perilaku mereka yang kurang dalam metnahami Perda

No.11/2000.

. Secara deskriptif terdapat pengaruh yang kurang signifikan dari variabel

pemahaman Perda No.11/2000 terhadap perilaku PKL di Semarang seperti
terlihat dalam tabel V.35 di Bab IV dimana pemahaman PKL terhadap
perda tersebut rendah dengan indikasi 64,2 % responden tidak paham
terhadap perda tersebut. -Hal ini juga diperkuat bahwa sebagian besar
responden (65,2- %) fidak merasa membutuhkan pembinaan dan
penyuluhan yang intensif karena pemerintah kurang tegas dan kegiatan
penyuluhan yang sudah ada tampaknya tidak diminati oleh responden.
Selain itu karena kurang berhasilnya penyuluhan tersebut, sebagian besar
responden (60,5 %) juga kurang setuju jika usaha PKL di trotoar melanggar
perda tersebut. Bahkan 72,9 % responden yang diteliti mengklaim bahwa
usaha mereka tidak meengganggu keindahan kota (Tabel IV.32}). Yang
agak mémprihatinkan adalah 54,2 % responden (Tabel |V.34) merasa tidak
berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan usaha mereka. Sementara
mengenai larangan berjualan di lokasi-lokasi tertentu lainnya, 64,2 %
respo'nden (Tabel IV. 35) menyatakan tidak paham dan menurut mereka

hat itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah untuk menarik

retribusi.

. Dari variabel karakteristik lingkungan PKL dapat ditarik kesimpulan

mengenai kebersihan dimana 71,6 % responden (tabel |V.36) menyatakan

bahwa kondisi lingkungan usaha mereka yang bersih terbatas pada usaha

109




di kios PKL tempat mereka sendiri. Hal ini tampak dari 61,8 % responden
(tabel IV.37) berpendapat tidak setuju terhadap kios PKL yang di atas
saluran air dapat merusak lingkungan, namun pada kenyataanya mereka
selalu membuang limbah ke saluran air tanpa melihat iebih lanjut lagi.
Selain hal-hal di atas, kondisi arus lalu lintas, keamanan dan ketertiban
cukup baik. Namun perlu diketahui bahwa sikap warga di sekitar PKL

tampakﬁya menunjukkan antipati terhadap keberadaan PKL.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa
diantara faktor—faktér yang mempengaruhi perilaku PKL terhadap Perda No.11/2000,
ternyata teriihat bahwa kurahgnya pemahaman terhadap perda menunjukkan
pengaruh yang mengkhawatirkan terhadap perilaku PKL di Kecamatan Semarang
Tengah. Hal ini menunjukkan walaupun para PKL merasa berlaku tertib, taat, menjaga
kebersihan kiosnya sendirl, keamanan, serta membayar retribusi, akan tetapi sebagian
besar diantara mereka belum memahami Perda No.11/2000. Alhasil perilaku PKL
tersebut masih jauh dari harapan yang diinginkan dengan dipengaruhi oleh

karakteristik-karakteristik beserta tingkat pemahaman terhadap perda yang rendah.

B. SARAN

Pengelolaan PKL di Semarang tidak lepas dari kebijakan publik yang dilakukan

Pemerintah Kota Semarang. Keberadaan PKL mé;ljadi fenomenal, karena pada satu

mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar.
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Karakteristik PKL menjadi salah satu hal yang pel:lu dicermati. Sebab pada

aspek ini seringkali terjadi friksi sosia! yang cukup rentan.. Dalam hal ini Perda

No.11/2000. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan maka disarankan agar :

1.

Setelah melihat hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya pemahaman
PKL terhadap Perda No. 11/2000, maka perilaku PKL walaupun dipandang
cukup baik namun ternyata pemahamannya terhadap perda tersebut cukup
rendah” Dengan demikian masih diperlukan sosialisasi perda berkaitan
Perlunya menumbuhkan kesadaran dari masing-masing PKL dan
lingkungan di sekitarnya untuk melakukan aktivitasnya sebagai PKL yang
paham terhadap segala tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga
kota Semarang.

Pelaksanaan program sosialisasi Perda No.11/2000 di Kecamatan
Semarang Tengah perlu dikoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini
disebabkan karena Kecamatan Semarang Tengah sebagai sentra kota
Semarang sudah seharusnya menjadikan panutan bagi wilayah lainnya
dalam pengaturan dan pembinaan PKL

Pendelegasian dan pelimpahan weﬁenang dari walikota ke kecamatan
dalam implementasi perda tersebut harus direalisasikan dengan program
khusus yang mampu merespons dan menanggapi masalah PKL. Sebagai
contoh perlu dibangun hubungan kemitraan antara PKL itu sendiri dengan

pemerintah kota dalam memberdayakan eksistensi PKL.
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5. Pemberdéyaan PKL tidak saja meliputi qpenembatan yéng representatif,
tetapi juga kemudahan yang lebih luas dalam hal pemberian dan
peruntukan_lahan, penyuluhan tentang lingkungan, pemberian bantuan
kredit, dsb.

Dari kesimpulan di atas, maka pentingnya peningkatan pemahaman terhadap

Perda No.11/2000 ini juga menjadi tonggak terhadap pemahaman PKL dan warga
kota Semarang dalam mendukung segala peraturan dan:kebijakan. Dengan demikian
tujuan dari kebijakan' tersebut akhirmya dapat dicapai dengan baik.

Akhir kata, hasil penelitian tentang perilaku PKL di Kecamatan Semarang
Tengah ini mengindikasikan perilaku PKL yang masih kurang memuaskan walaupun
dinilai cukup baik. Hal ini disebabkan belum banyak PKL yang memahami Perda No.
11/2000. Dengan‘ demikian, dalam penelitian yang akan datang perlu diteliti lebih lanjut

mengenai kebijakan sosialisasi dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang.
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